BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan
Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, perlu
disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat
tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan
Daerah;

b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2025-2029, perlu adanya penjabaran
secara operasional dalam Rencana Strategis Perangkat
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat,
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029; '

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat I
Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan
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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kota  Besar  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Jogyakarta {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036}
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Keria Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312},
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. : egeri Nomor 70
lt“\;ntsglgik Sistem Informam Pemerintah Daerah (l;:arﬁunN e
o xl-)t Indonemctx Tahun 2019 Nomor 1114); ® Tegara
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Perencgn . 1;f;uﬁkasl, Kodefikasi, dan Nomenkiatyr
Nogercan an Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berit
e I-ga e epLLt)bhk Indonesia Tahyn 2019 Nomor 1447); e
. an Daerah Kah ] ’
i, tentasny Pengamsul.épaten Nganjuk Nomor 3 Tahun

Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 No

j 41 (Lembaran Dae ah
Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2, Tambahran Kl?e?:;gaa:zﬁ

Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 23);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7,
T:inbahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor
34);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor
42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 -
2029,

BAB !
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.

4., Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk
peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses
dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Dae.ral'}
sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

S. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional.
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah  dokumen
perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima}
tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.,

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari
kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan
kondisi ideal vang seharusnya tersedia.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan  daerah  karena  dampaknya  dapat
mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak
langsung secara signifikan di masa datang,

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan
Daerah.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5
(lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan
Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur
dan Kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat
dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.

Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa
tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya
pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.

Hasil (outcome) adalah kondisi yang diharapkan dari
berfungsinya suatu output/keluaran.

Keluaran (outpuf) adalah suatu produk akhir berupa
barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan
sumber daya.

Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif
berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan
diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan,
fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan
dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk
mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan
operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah
kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam
rangka mencapal target tujuan dan sasaran Renstra
Perangkat Daerah.
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Program adalah penjabaran kebijakan Perangl.cat Dgcrah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lel_:nh kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapei hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah. _

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang
dilaksanakan Perangkat Daerah untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome)
suatu prograrm. _
Kinerja adalah capaian hasil Kerja (keluaran, hasil, dan
dampak).

Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa
hasil pembangunan/layanan  yang diperoleh  dan
pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan
dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang
telah direncanakan.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan
pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah
dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang
terseleksi.

Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang
menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu
urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB 11
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD
yang memuat memuat tujuan, sasaran, program dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan
Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah.

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat {l) menjadi pedoman dalam menyusun Renja
Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan
penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA, ISI BESERTA URAIAN

Pasal 3

Sistemnatika Renstra Perangkat Daerah, terdiri dari:

BAB1 PENDAHULUAN;

BABI] GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN,;

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
dan

BAB YV PENUTUP.



-6 -

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis:
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Dinas Pendidikan;

Dinas Kesehatan;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan;

Satuan Polisi Pamong Praja;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

Dinas Tenaga Kerja;

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;

Dinas Lingkungan Hidup;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,;

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana,;

Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi dan Informatika;

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu,;

Dinas Kepemudaan, QOlah Raga, Kebudayaan, dan
Pariwisata;

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan,;

Dinas Pertanian;

Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

Sekretariat Daerah;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

Badan Pendapatan Daerah;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia;

Inspektorat Daerah;

Kecamatan Bagor;

Kecamatan Baron,

Kecamatan Berbek;

Kecamatan Gondang;

Kecamatan Jatikalen;

Kecamatan Kertosono,

Kecamatan Lengkong;

Kecamatan Loceret;

Kecamatan Nganjuk;

. Kecamatan Ngetos;

Kecamatan Ngluyu;
Kecamatan Ngronggot;
Kecamatan Pace;
Kecamatan Patianrowo;
Kecamatan Prambon;
Kecamatan Rejoso;
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tt. Kecamatan Sawahan;

uu. Kecamatan Sukomoro,

vv. Kecamatan Tanjunganom;

ww. Kecamatan Wilangan; dan

xx. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(3) Isi beserta uraian sistematika Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BABV
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan
apabila;

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
proses perumusan tidak scsuai dengan tahapan dan
tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan
ketentuan penyusunan rencana pembangunan Daerah;
dan

c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubeahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢, mencakup terjadinya bencana alam,
goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya,
gangguan keamanan, atau perubahan kebijakan nasional.

(3) Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah
memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026
(Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI NGANJUK,
ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.
Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 29

so¥uai dengan aslinya
ASJAN HUKUM,

“Pembina Ting L [
NIP. 1968050 199202 1 001



LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PATIANROWO
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat
Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan
merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung
berhadapan (face to face) dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan
oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara
keseluruhan.

Kecamatan sebagai line office dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi
melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya
terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan
prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang
dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah
penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah
kelurahan bawahan (pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll).

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan good
governance, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin
besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang
sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan
masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat
Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5
(lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap PD sesuai dengan tugas
dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).




Dokumen Renstra Kecamatan Patianrowo Tahun 2025-2029 ini merupakan
penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029. Dengan demikian, maka antara
dokumen Renstra Kecamatan Patianrowo Tahun 2025-2029 dengan dokumen
RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka
menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu,
target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai
dalam dokumen Renstra Kecamatan Patianrowo Tahun 2025-2029 harus
selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang
terdapat dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra
Kecamatan Patianrowo Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara
Renstra Kecamatan Patianrowo Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan
lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Patianrowo Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

2. Renstra Kecamatan Patianrowo Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029
meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan; (3) pelaksanaan
Forum Perangkat Daerah; (4) perumusan rancangan akhir; dan (5) penetapan
Renstra PD, dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis,
serta atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) melalui Forum Perangkat
Daerah/Lintas PD untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku
kepentingan (stakeholder) atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD.

Dalam penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029
penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan
sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, serta Norma, Standar,
Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai

kewenangan daerah sesuai bagan dibawah.




Bagan 1.1 Konsep Renstra PD
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Sumber Data : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra PD

memperhatikan:

(a)
(b)

()

(d)

(e)

(f)

Evaluasi hasil capaian kinerja RPJMD dan Renstra PD periode sebelumnya;
Permasalahan dan Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan
tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
Regulasi yang berlaku; dan (g) saran dan/atau masukan dari seluruh
pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan daerah.
Penyelarasan dengan prioritas RPJPD 2025-2045, RPJMD Tahun 2025-2029,
RPJMN dan RPJMD Provinsi;
Program, kegiatan dan subkegiatan pada renstra merupakan hasil cascading
dari tujuan, sasaran, outcome dan output,;
Daftar program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja kecamatan
dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga
kesinambungan perencanaan perangkat daerah yaitu penyusunan renja PD
Tahun 2030.

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di

tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD,

Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah

bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang
wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan

Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan

Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan

3
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Perangkat Daerah. Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan
lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan
Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja
PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata
Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K /L dan
Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan

Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan

Perangkat Daerah.

2. Landasan Hukum
Renstra Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Pembentukan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);




10.

11

12.
13.

14.

15.

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi
Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan
dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi
Pimpinan di Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;




16.

17,

18.

19,

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan
Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo -
Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis
Dan Lintas Selatan.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tantang
Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun
2021 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;



28.

29.

30.

31.

32.

33.

1.3.

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun
2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7);
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor & Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Nomor 23);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 -
2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 42);

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Pengarusutamaan Gender;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Nganjuk;

Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dimaksudkan

untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah yang mencakup

gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,

rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai

penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sesuai tugas pokok dan

fungsi Perangkat Daerah.




1.3.2. Tujuan
Tujuan penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

adalah:

Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana

a.

program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2025-

2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional

dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang

dilaksanakan Perangkat Daerah;
Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Perangkat Daerah dalam penyusunan

Renstra PD;

Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah,

serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten

Nganjuk Tahun 2025-2029, disajikan sebagai berikut :

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang;
2. Landasan Hukum;
3. Maksud dan Tujuan; dan

4. Sistematika Penulisan.

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan
a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;

b.

.

d.

e.

Sumber Daya Perangkat Daerah,;

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian
SPM sesuai dengan tupoksinya

Kelompok Sasaran Layanan;

Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan;

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Darah

a.
b.

Identifikasi Permasalahan;

Perumusan isu strategis.



BABIII TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;
3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan
sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;
3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan
dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;
BABIV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja,
Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif;
4.2, Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah;
4.3. Target Keberhasilan Pencapaian tujuan dan Sasaran
Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja
Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci
(IKK).
BABV  PENUTUP



2.1

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Gambaran Pelayanan

Kecamatan Patianrowo memiliki luas wilayah 3.559,30 Ha dengan Desa yang

terjauh dari Kecamatan Patianrowo adalah Desa Bukur yaitu 7 Km dengan

ketinggian dari permukaan laut 55 m dengan curah hujan rata-rata per tahun 235

mimn.

Secara administratif, Kecamatan Patianrowo terdiri dari 11 desa yaitu:
Desa Bukur

Desa Babadan

Desa Ngepung

Desa Pisang

Desa Lestari

Desa Pecuk

Desa Patianrowo

Desa Pakuncen

R 3P g PR

Desa Rowomarto

—
e

Desa Ngrombot
11. Desa Tirtobinangun

Adapun luas masing-masing desa dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
LUAS WILAYAH KECAMATAN PATIANROWO PER DESA

No Desa Luas ( Ha )
1. Bukur 438,71

2. |Babaden | 63121
3. _ Ngepl,-m.g_g 102.160,63
4. |pisang | 18645
3. Le;tan' " 1 65,64
_6_ | Pecuk_“ ! 1-;';3

7. P;ﬁanrowo - i “93—,4?: o
8. ___Paicunt;eng : __153 o
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No Desa Luas ( Ha )
9. Rowomarto 743,31
10. | Ngrombot | 16063
11. Tirtol_)iﬁé;;n ” 438,?7 _
I Jumlah _ 105_).249,77

Sumber Data : Monografi dan Profil Kecamatan Tahun 2024

Secara geografis Kecamatan Patianrowo berbatasan dengan :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lengkong
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Jombang
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Patianrowo
Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Baron

Data Demografi Penduduk di Kecamatan Patianrowo

No Desa Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Bukur 2.372 2.318 4.690
2 Babadan 1.158 1.151 2.309
3 Ngepung 2.622 2.535 5.187
4 Pisang 4.295 4.120 8.415
5] Lestari 2.827 2.694 5.521
6 Pecuk 4.377 4.180 8.557
7 § Patianrowo 181 169 350
8 Pakuncen 1.081 1.093 2.174
9 Rowomarto 1.838 1.798 3.636
10 | Ngrombot 1.711 1.667 3.378
11 | Tirtobinangun 764 748 1.512
Jumlah Penduduk 23.266 22.473 45.699

Sumber data : Profil Kependudukan Kecamatan Patianrowo Tahun 2024

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah
dituangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk,

berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari

¥

Kecamatan Patianrowo.
11




1. Tugas Pokok

Tugas pokok Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk yaitu:
tugas umum pemerintahan dan melaksanakan
untuk

menyelenggarakan
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati

menangani sebagian urusan otonomi daerah

. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Patianrowo
Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi:
a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan;
b. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak
dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;

. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa /kelurahan;

- e a0

Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umuimn,;

. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;

0Q

h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala

daerah; dan

i. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan

pengawasan pemerintahan desa

. Struktur Organisasi

Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan pada Pasal 4 ayat 2
huruf e disebutkan bahwa Kecamatan Patianrowo adalah Kecamatan
dengan Tipe A.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk
tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai

berikut:

12



CAMAT PATIANROWO

KELOMPOK JABATAN SEKRETARIS KECAMATAN
FUNGSIONAL
SUBBAGIAN PERENCANAAN SUBBAGIAN UMUM
DAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN
]

SEKSI SEKSI '|  SEKSI KETENTRAMAN, SEKSI PEMBINAAN
PEMERINTAHAN DAN PEMBERDAYAAN || KETERTIBAN DAN DAN PENGAWASAN
PELAYANAN PUBLIK MASYARAKAT ! PEMERINTAHAN UMUM Pm:’nlﬂ'm

UPTD/UPTB DESA

Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1.
2.

Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

1.

o0 N oo W

Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan,;
. Pengoordinasian penyelenggaraan wurusan pemerintahan yang tidak

dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;

. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;

. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;

. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;

. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala

daerah; dan

. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan

pengawasan pemerintahan desa.
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b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan

bimbingan

administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan

koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi:

L.

penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian

pelaksanaan teknis;

2. pengelolaan urusan keuangan;

3. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha

perlengkapan;

4. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan

C.

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
a) melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
b) melaksanakan pengelolaan keuangan;
¢) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan
keuangan; dan
d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugasnya.
2) Subbagian Umum dan Kepegawaian
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
a) mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
b) mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c) mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan
kemasyarakatan;
d) melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
e) melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian,;
f) melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai
dengan tugasnya.
Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:
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10.

11.

melaksanakan pengoordinasian/pensinergian  perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan
instansi vertikal terkait;

melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan,;

melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di
kecamatan;

melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan
minimal di wilayah kecamatan;

melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada
masyarakat di wilayah kecamatan;

melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah
dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan
prasarana umum,

melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
yang melibatkan pihak swasta;

melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan
perizinan;

melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan
lain yang dilimpahkan; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

2

melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat
untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan
dalam  forum musyawarah  perencanaan pembangunan di
desa/kelurahan;

melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan
masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja
kecamatan,;

melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan
masyarakat di wilayah kecamatan;

melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;

melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan
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melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketentraman Ketertibandan Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

a.

melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD
RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan
pemeliharaan keutuhan NKRI;

melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah
kecamatan,;

melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh
masyarakat;

melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang
tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-
undangan dan /atau Kepolisian Negara RI;

melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi,
konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat
beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas
keamanan lokal, regional dan nasional,;

melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan
pancasila;

melaksanakan semua  urusan  pemerintahan yang  bukan
merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi
vertrikal,;

melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

a.

b.

melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan
kepala desa;

melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
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c. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan
aset desa,;

d. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan ;

e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat
desa;

f. melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;

g. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan
permusyawatan desa ;

h. melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan
pemberhentian perangkat desa;

i. melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan
perdesaan;

j. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban
lembaga kemasyarakatan;

k. melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa
dengan pihak ketiga;

1. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan
ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat desa;

m. melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;

n. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan
perdesaan di wilayah kecamatan; dan

o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

b.1. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Patianrowo adalah sebagai berikut:
b.2. Berdasarkan Jabatan Struktural
Jabatan Struktural di Kecamatan Patianrowo sebanyak 8 (delapan), yang
terisi sebanyak 4 (empat) jabatan struktural dan 4 (empat) jabatan
struktural masih kosong dan dibantu oleh 7 (tujuh) orang pelaksana.

Dengan rincian sebagai berikut:

|
|
|
|

b. Sumber Daya Perangkat Daerah
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Tabel 2.1.
Pegawai Pada Kecamatan Patianrowo
Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

No. Nama Laki-Laki Perempuan JumlahT
1. Camat - 1
2. Sekretaris Kecamatan - - -
3 Kepala Seksi 1 1 2
4, Kasubbag 1 - 1
5. Pelaksana/PNS 7 -7
6. | Non ASN 2 4 6
Jumlah 12 o 17

Sumber Data : Data Kepegawaian Kecamatan Tahun 2025

b.3. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan
Patianrowo sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Pegawai Pada Kecamatan Patianrowo
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2025

Pangkat Golongan Laki- Laki | Perempuan Jml. _
No. Ruang Pegawai
1. | Pembina Tk.1 IV/b 1 - 1
2. | Pembina IV/a - - -
3. | Penata Tingkat | 11/d 1 1 2
4. | Penata IIl/c - - -
5. | Penata Muda Tk. I 1I/b 1 - 1
6. | Penata Muda IMl/a 1 1 2
6. | Pengatur Tk. I II/d 2 - 2
| 7. | Pengatur II/c 1 - i
8. | Pengatur Muda II/a 1 - 1
Jumlah 8 2 10

Sumber Data : Data Kepegawaian Kecamatan Tahun 2025
b.4. Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat pegawai Kecamatan Patianrowo dalam melaksanakan tugas dan
fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat
pendidikat sebagai berikut :
Tabel 2.3.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Patianrowo
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2025

No. | Pendidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah
S2 1 - 1
S1 3 2 5
SMA 4 - -+
JUMLAH 8 2 10

Sumber Data : Data Kepegawaian Kecamatan Tahun 2025
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b.5. Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja yang mendukung penyelengaraan

tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi :

1.
25

Tanah untuk Kantor
Gedung Kantor 1 (satu) unit yang digunakan untuk kegiatan
administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada
masyarakat
Sarana alat transportasi yang meliputi :
- Roda empat sebanyak 1 (satu) buah terdiri dari :
e 1 unit mobil avanza velos Tahun 2024
- Roda dua sebanyak 2 (dua) unit yaitu :
e Honda Supra X125 Tahun 2007
e Yamaha Vixion Tahun 2014

Peralatan inventaris kantor lainnya sebagai berikut :

- Meja Kerja : 34 buah

- Meja layanan : 1 buah

- Kursi : 50 buah

- Kursi Tunggu : 2 buah

- Komputer khusus KTP SIAK 1 (satu) unit
-  Komputer : 6 (enam) unit

- Laptop : 5 (lima) unit

- Mesin Ketik : 2 (dua)

- Printer : 8 (delapan) unit
- TV : 3 (tiga) unit

- Kursi Sofa : 1 (satu) unit

- Kursi Tamu : 1 (satu) unit

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kinerja Pelayanan di Kecamatan Patianrowo dapat dilihat dari beberapa

indikator kinerja, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN)
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel c.1. dan Tabel

c.2. dengan format sebagai berikut:
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Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan  program dan kegiatan

pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator
program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja

menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel c.3.
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja
No. Interval Nilai Predikat

1. 291% Sangat Tinggi
2. 76% < 90% Tinggi
3. 66% < 75% Sedang
4, 51% < 65% Rendah
5. < 50% Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dari Tabel c.3, kita dapat mengetahui bahwa pada semua target telah
terpenuhi. Target yang terpenuhi adalah terjadi karena dukungan dan kerjasama
yang baik dari semua pihak dan stakeholder di Kecamatan Patianrowo.

Sedangkan pada table c.3., kita dapat mengetahui bahwa pada Tahun 2024,
rasio antara anggaran dan realisasi khususnya pada program Program
Penyelenggaraan Ketententraman Dan Ketertiban Umum adalah sebesar 58,61
dengan predikat Rendah, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota adalah sebesar 66,75 dengan predikat Sedang. Hal tersebut dapat
terjadi karena terdapat kekosongan struktural yaitu Kasi Pemerintahan dan
Pelayanan Publik yang dirangkap oleh Kasi Binwas dan juga Kasubbag Umum dan
Kepegawaian dan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan kosong semua di rangkat
oleh Pelaksana Pengadministrasi Keuangan. Karena kekosongan structural tersebut

mengakibatkan kinerja menjadi tidak maksimal.
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DATA DAN INFORMASI

Penjelasan Metadata Terkait Indikator Kinerja

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih
meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan
sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai
alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara
obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Berdasarkan hal tersebut,
Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk selaku Perangkat Daerah (PD) juga
menetapkan suatu Indikator Kinerja utama yang mengacu pada tugas pokok dan
fungsi dari Kecamatan.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patianrowo merupakan acuan ukuran
kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Patianrowo dalam menetapkan rencana
kinerja tahunan menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen
penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan
evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Strategis Renstra serta Untuk
mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan. Indikator
Kinerja Utama disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Kabupaten Nganjuk.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Patianrowo adalah meningkatkan
birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan publik yang prima yang
memiliki indikator Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan,
dengan ditunjang oleh 2 (dua) sasaran yaitu, Meningkatkan kualitas Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Meningkatkan Ketentraman dan

Ketertiban di Wilayah Kecamatan.




Tabel Metadata Indikator Kinerja

NO. INDIKATOR KINERJA METADATA
Indeks Sinergitas - Konsep: Aplikasi SINCAN
1 | Penyelenggaraan - Definisi: Indeks Sinergitas Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan| Pemerintahan Kecamatan adalah penilaian umum
yang dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Kecamatan
Kabupaten Nganjuk, meliputi penilaian Administrasi,
penilaian Presentasi, dan penilaian Tinjau Lapang
dalam rangka untuk mengkonfirmasi kinerja
perangkat Kecamatan dalam menjalankan
pemerintahan yang mempertahankan 7 aspek peniaian

- Ukuran: Indeks

- Satuan: Nilai

- Klasifikasi: -

- Rumus Perhitungan: Hasil penilaian sinergitas oleh

Tim Penilai
- Interpretasi: Semakin baik indeks sinergitas, maka tata
Kelola pemerintah di Kecamatan semakin baik

2 | Indeks Kepuasan - Konsep: Aplikasi E SUKMA JATIM

Masyarakat (IKM) - Definisi: Hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang
Pelayanan Administrasi hasilnya  diperoleh setiap  tribulan, dimana
Terpadu Kecamatan koresponden mengisi link SKM melalui url
(PATEN) https:/ /sukma.jatimprov.go.id /login

- Ukuran: Indeks

- Satuan: Nilai

- Klasifikasi: -

- Rumus Perhitungan: Hasil IKM melalui E SUKMA

JATIM

- Interpretasi : Semakin tinggi IKM, maka masyarakat
akan semakin puas dengan kinerja pelayanan di

Kecamatan.
3 | Persentase penurunan - Konsep: Keterbukaan Informasi Publik
pelanggaran - Definisi: Pemantauan dan pengawasan terhadap
ketentraman dan adanya pelanggaran trantibum
ketertiban umum di - Ukuran: Persentase
wilayah Kecamatan - Satuan: Persen
- Klasifikasi: -

- Rumus Perhitungan: (Jumlah pelanggaran tahun lalu-

Jumlah pelanggaran tahun ini /Jumlah pelanggaran

tahun lalu) x 100%
f 33




wilayah menjadi semakin aman.

- Interpretasi: Semakin turun pelanggaran, maka suatul

Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2024

Kinerja Tahun 2024
No. Tujuan Indikator Target | Realisasi | Capaian
1. | Meningkatnya Indeks 77 64,70 84,02
Sinergitas sinergitas
Penyelenggaraan penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan | pemerintahan
di Kecamatan kecamatan
Kinerja Tahun 2024
No. Sasaran Indikator Target | Realisasi | Capaian
1. | Meningkatnya kualitas | Indeks 92 94,64 102,86%
pelayanan Administrasi | Kepuasan
terpadu Kecamatan | Masyarakat
(PATEN) (IKM) Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
(PATEN)
2. | Meningkatnya Prosentase 10 % 14,29% 143 %
ketentraman dan | penurunan
ketertiban di Wilayah | pelanggaran
Kecamatan ketentraman
dan ketertiban
umum di
wilayah
kecamatan

Data pada table tersebut di atas diperoleh berdasarkan Laporan LKJIP
Kecamatan Patianrowo Tahun 2024, dimana terdapat 1 (satu) Tujuan dan 2
(dua) sasaran strategis, dengan capaian Tujuan sebesar 84,02% ini didapat dari
hasil penilaian Sinergitas Kecamatan sebagaimana surat dari Sekretariat Daerah
No. 100/2820/411.000/2024 dengan nilai 64,70.

A. Tujuan Kecamatan Patianrowo Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan
Dari penilaian sinergitas kecamatan terealisasi 64,70 dari target
sebesar 77. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belum mencapai target.
Dalam penilaian sinergitas tersebut terdapat 7 aspek, diantaranya sebagai

berikjut :

f



L

Aspek Penyelanggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Aspek Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

Aspek Penyelenggaraan Tugas Atributif

Aspek Pelaksanan Tugas Delegatif

Aspek inovasi/ kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian
Aspek Pengelolaan Anggaran Kecamatan

Pelaksanaan Tugas Lainnya

Dalam dalam hasil penilaian sinergitas kinerja kecamatan (SKK) tahun

2024 dari 7 aspek tersebut ada salah satu aspek yang tidak mendapat nilai

pada aspek nomer 5, karena kecamatan patianrowo pada tahun 2023 belum

memiliki inovasi/kreativitas sehingga mempengaruhi hasil nilai Sinergitas

Kinerja Kecamatan (SKK).

B. Sasaran strtegis yang kesatu

Indek Kepuasan Masyarakat terealisasi sebesar 94,64 % dari target

sebesar 92,00 % . Faktor yang mempengaruhi Capaian IKM di Kecamatan

Patianrowo melebihi target :

1.

Persyaratan ( Ul)
Persyaratan didalam pengurusan surat menyurat ataupun rekomendasi
yang dilimpahkan kepada Camat bersifat paten sesuai dengan regulasi
yang berlaku terealisasi 98,80 %.
Sistem, Mekanisme dan prosedur (U2)
Sistim, mekanisme dan prosedur pelayanan di Kecamatan Patianrowo
sudah sesui dengan SOP yang telah disusun dan disosialisasikan kepada
masyarakat terealisasi 99,34%.
Waktu Penyelesaian (U3)
Waktu penyelesaian terkadang tidak sesuai dengan yang direncanakan
karena terkendala beberapa factor contohnya Aplikasi yang terkadang
error sehingga mengalami Kketerlambatan penyelesaian, untuk waktu
penyelesaiaan terealisasi 99,60%.
Biaya/Tarif (U4)
Biaya dalam pengurusan surat-surat dan Pelayanan di Keacamatan
Patianrowo tidak dikenakab biaya/gratis terealisasi 99,89%.
Produk sepesifikasi jenis pelayanan (U5)
Jenis Pelayanan di Kecamatan Patianrowo antara lain :

a. Pembuatan Akte Kelahiran

b. Pembuatan Kartu Keluarga

c. Perekaman KTP

d. Pelayanan Pindah tempat

Pembuatan dispensasi nikah

o

6)35




Pembuatan PPAT
Pelayanan Hak Waris

5ogr

. Pelayanan rekomendasi kredit bank

[
H

Pelayanan Legalisasi surat surat
Untuk jenis Pelayanan mencapai 99,34%.
6. Kompetensi Pelaksana (U6)
Kompetensi Pelaksana akan terus ditingkatkan dengan mengikuti Bimtek
dan Sosialisasi, terealisasi 99,45%.
7. Perilaku Pelaksana (U7)
Didalam melayani Masyarakat selalu bersikap ramah dan sopan serta
berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, perilaku pelayanan
terealisasi 99,89%.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan (U8)
Penanganan pengaduan sudah dilaksanakan dan ditanggapi berdasarkan
pengaduan yang masuk dari kotak saran maupun yang masuk ke SP4N
LAPOR terealisasi 99,78%.
9. Sarana dan Prasarana (U9);
Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Patianrowo sudah
tersedia dengan kondisi yang baik terealisasi 99,56%.

Dengan Demikian secara keseluruhan IKM Kecamatan Patianrowo sampai
akhir tahun 2024 terealisasi 94,64%. (Bukti Dukung Pada Lampiran 4)
Sasaran startegis yang kedua yaitu meningkatkan ketentraman dan
ketertiban di wilayah kecamatan realisasi sebesar 14,29 % dari target sebesar
10 %. Capaian kinerjanya 143 % Maka dapat dikatakan bahwa dalam

pelaksanaan sasaran strategis tersebut telah mencapai target.
Angka tersebut dapat diperoleh dari :
Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun 2023 sejumlah
7 Laporan dikurangi Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban
tahun 2024 sejumlah 6 Laporan
Dengan demikian realisali Kinerjanya :
7-6=1 X100 = 14,29 %
7

Sedangkan Capaiannya = realisai x 100 = 14,29 X100 = 143 %
Target 10

Capaian kinerjanya sudah tercapai namun masih perlu adanya koordinasi
kegiatan penanganan pelanggaran trantibum di kecamatan Patianrowo
bersama tokoh masyarakat, perlu adanya koordinasi dengan pihak terkait

yaitu forpimcam dan perlu untuk secara kontinyu mengadakan sosialisasi

Pse

tentang trantibum.



Adapaun target yang telah ditentukan terlalu kecil sehingga capaian kinerja

terlalu tinggi.

Tabel Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

Tingkat Tercapai/
No. Tujuan Indikator Kemajuan Tidak
(%) Tercapai
L. Meningkatnya Indeks sinergitas 82,95 Tercapai
Sinergitas penyelenggaraan
Penyelenggaraan pemerintahan
Kegiatan kecamatan
Pemerintahan di
Kecamatan
Tingkat Tercapai/
No. Sasaran Indikator Kemajuan Tidak
(%) Tercapai
1. Meningkatnya Indeks Kepuasan 101,76 Tercapai
kualitas pelayanan | Masyarakat  (IKM)
Administrasi Pelayanan
terpadu Kecamatan | Administrasi
(PATEN) Terpadu Kecamatan
(PATEN)
2. Meningkatnya Prosentase 143 Tercapai
ketentraman dan | penurunan
ketertiban di | pelanggaran
Wilayah Kecamatan | ketentraan dan
ketertiban umum di
wilayah kecamatan

bahwa :

1. Dalam capaian indeks

Dari Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dapat simpulkan

sinergitas penyelenggaraan pemerintahan

kecamatan pada tahun 2024 sebesar 84,02 dari target 77 maka bisa

dikatakan dapat tercapai.

2024 sebesar 102,86 %

dari target

. Sasaran yang kesatu Capaian IKM di kecamatan Patianrowo pada tahun
92 % maka dikatakan dapat

tercapai. Hal ini dalam capaian kinerja dalam meningkankan pelayanan
public dapat dikatakan berhasil. Adapun penyebab keberhasilan
dikarenakan dalam pelayanan telah dilakukan :

dengan baik yaitu dengan Motto Pelayanan Kecamatan Patianrowo

“SADIS”

a. Santun
b. Akuntabel
c. Dedikasi
d. Thklas

e. Senyum



penyebab Keberhasilan dalam pelayanan masyarakat di antaranya :
1. Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sudah sesuai
dengan SOP
2. Dalam memberikan pelayanan di lakukan dengan senyum, sapa dan
sabar sehingga masyarakat merasa dilayani dengan baik
3. Dilakukan komunikasi dengan baik dengan pemohon apabila
persyaratan kurang lengkap
3. Sasaran yang kedua meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum
di wilayah kecamatan pada tahun 2024 terealisasi sebesar 14,29 % dari
target 10 % maka dapat dikatakan bahwa target sudah tercapai.
Penyebab keberhasilan dalam mencipkatan penurunan gangguan
trantibun di wilayah Kecamatan Patianrowo dikarenakan terciptanya
keharmonisan antara Muspika, Pemerintah Desa dan masyarakat dalam
menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib. Upaya untuk tahun
kedepan lebih ditingkatkan lagi dalam menekan gangguan trantibum di

wilayah Kecamatan Patianrowo supaya lebih baik lagi dari tahun

sebelumnya.
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d. Kelompok Sasaran Layanan
Kelompok sasaran layanan Kecamatan Patianrowo adalah masyarakat dan

desa/kelurahan di Kecamatan Patianrowo.

e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan
Mitra Kecamatan Patianrowo dalam pemberian layanan adalah Koramil dan

Polsek sebagai mitra kecamatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum,

yang bertugas melakukan koordinasi dan fasilitasi.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
a. Identifikasi Permasalahan
Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan
Patianrowo menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/ Strenght,
Weakness, Opportunity and Threath). Dengan hasil pada masing-masing analisis

sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal
a. Faktor Kekuatan (Strong)

1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8
Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan pada Pasal 4 ayat 2
huruf e disebutkan bahwa Kecamatan Patianrowo adalah
Kecamatan dengan Tipe A. Selain itu juga didasarkan pada
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati Nganjuk ini memberikan kejelasan
mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang
menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan
Patianrowo;

2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas,
dedikasi dan komitmen yang tinggi;

3) Pola kerja di Kecamatan Patianrowo yang sistematik dan terjadwal
sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;

4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan
para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang

kondusif dan nyaman;
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5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif
cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di
Kecamatan;

6) SDM Aparatur Kecamatan yang mempunyai jenjang pendidikan

yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

1)

2)

3)

4)

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai
dengan adanya juklak dan juknis;

Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang
masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini
karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu
yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya
menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan
perencanaan.

Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/ UPT/UPTD yang
diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam  analisa
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan.
Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan

pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal
a. Faktor Peluang (Opportunity)

1)

2)

3)

4)

Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata
dengan baik;

Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa
seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan;

Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain, Koramil, Polsek dan juga
dengan para pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk tokoh
agama dan tokoh masyarakat;

serta masyarakat yang aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan.

b. Faktor Ancaman (Threat)

1)

2)

Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan

yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung

dan diperhatikan;
Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.
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Identifikasi permasalahan disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan
No. | Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
(1) |2 (3) (4)
Belum optimalnya |« Kepuasan » Keterbatasan sarana
sinergi masyarakat prasarana pendukung
penyelenggaraan terhadap pelayanan | pelayanan publik
pemerintahan public masih kurang |« Kekurang selarasan
kecamatan e Belum optimalnya | antara perencanaan
akuntabilitas dan penganggaran
kinerja kecamatan dengan
pertanggungjawaban
dan evaluasi Kkinerja
Perangkat Daerah
Belum efektifnya |« Hubungan
koordinasi tugas | kelembagaan antar
umum perangkat daerah
pemerintahan, belum efektif
pemberdayaan « Rendahnya partisipasi
masyarakat dan desa | masyarakat dalam
serta trantibum pembangunan
» Keterbatasan
kewenangan Camat
dalam pembinaan
pemerintahan Desa
Penerapan atau |« Kurang tertibnya
implementasi tata | administrasi
kelola pemerintahan | pemerintahan desa
desa belum optimal.

Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan
menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari
hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-
hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian
atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan

pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan
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Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan
koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan
para pemangku kepentingan (stakehoders) baik instansi pemerintah pusat dan

daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada

umumnya.

b. Perumusan Isu Strategis
Pada Subbab 3.1 sudah dijelaskan mengenai Permasalahan-permasalahan

yang muncul pada Pelayanan Perangakt Daerah khususnya Kecamatan Patianrowo,
yang ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah.

Dengan demikian, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai isu-isu strategis
pada Kecamatan Patianrowo, yaitu:

1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari
Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang  Pemerintahan  untuk
mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya
penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat
dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam
mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan
pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan
potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi
Kabupaten Nganjuk;

2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.
Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia
usaha dalam penyelenggaraan pembangunan.

3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah
Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus
benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada
masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan
tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau
aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut
maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus
dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima
akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,
menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong

berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;
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4)

S)

Peningkatan Sinergitas Kecamatan

Peningkatan sinergitas kecamatan mendorong kesinambungan organisasi
dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar pemerintahan di wilayah
Kecamatan Patianrowo guna mempercepat pelaksanaan pembangunan.
Serta mengembangkan berbagai kreatifitas dan inovasi dalam
penyelenggaraan program pembangunan guna peningkatan kesejateraan
masyarakat. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang
Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

Keamanan dan Ketertiban di Wilayah

Masih tingginya angka kriminalitas dan masih rendahnya keterlibatan
semua pihak baik masyarakat, polisi, dan kecamatan untuk menjaga
keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan menjadi faktor penting
untuk menurunkan angka pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum

di wilayah Kecamatan.
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
kecamatan, tugas utama Camat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan
umum ditingkat kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik,
pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
Berdasarkan tugas utama kecamatan dalam pencapaian Visi dan Misi yang
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2029, maka tujuan dan sasaran jangka
menengah Kecamatan Patianrowo dalam 5 (lima) tahun ke depan dapat ditetapkan.
Adapun Tujuan Kecamatan Patianrowo adalah Meningkatnya sinergitas
penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan yang diukur dengan Indikator Kinerja
Tujuan yaitu berupa Nilai Sinergitas Kecamatan.
Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator

kinerjanya disajikan dalam tabel 3.1. berikut:
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3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
Adapun strategi atau teknik untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh
pimpinan Kecamatan Patianrowo dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di
kecamatan dan di desa/kelurahan antara lain:
1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan,
pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib
3. Melakukan pembinaan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang

berkelanjutan

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan. Visi tersebut harus bersifat dapat dibayangkan (imaginable),
diinginkan oleh segenap pemangku kepentingan (desirable), memungkinkan untuk
dicapai (reachable), focus pada masalah utama yang bersifat jangka panjang dan
dapat dikomunikasikan (communicable) serta dapat dimengerti oleh seluruh
pemangku kepentingan (understandable). Disamping itu, visi harus dapat
memberdayakan dan memberikan motivasi dalam mengaktualisasikan tugas

kepemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Adapun Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah

“MEWUJUDKAN KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN
BERMARTABAT”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya — upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus
batasan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan. Misi akan digunakan oleh
Aparatur Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai pemandu dalam menjalankan
aktivitas atau kegiatan dan pengambilan keputusan. Misi yang merupakan
perwujudan visi pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2029 dijabarkan
ke dalam 6 (enam) misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta
memfokuskan pada pengembangan sektor - sektor ekonomi dan pengembangan
sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat

Nganjuk yang mandiri.
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Adapun misi Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :
Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis,
berdasarkan Ketuhanan YME, serta dapat memelihara kerukunan,
ketenteraman, dan ketertiban;
Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi
masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui
penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan;
Mewujidkan percepatan pembangunan infrastruktur publik yang memadai dan
berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan
kelestarian lingkungan;
Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk
menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi
kerakyatan berbasis pertanian dan potensi local;
Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata serta sektor produktif lain,
melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna;

Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan local.

Sedangkan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode

2025-2029, antara lain :

@@, pe e

N

10.
11.
12.
13.
14.

15.

Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan saluran
Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
Pengentasan kemiskinan dan pengangguran

Peningkatan akses dan kualitas Pendidikan

Penguatan pendidikan diniyah dan pesantren

Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dan pengadaan mobil siaga
kelurahan

Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata

Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional

Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan

Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal serta lingkungan hidup
Revitalisasi bidang peternakan dan pertanian serta subsidi pupuk
Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif, UMKM

Pengembangan jejaring antar daerah kabupaten, kota, provinsi dan pusat serta
warga Nganjuk di perantauan

Peningkatan ADD dan kesejahteraan kelembagan desa atau kelurahan (RT,
RW, BPD/LPM dan kader)
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Kecamatan Patianrowo sebagai pelaksana terdepan bidang pemerintahan
sebagai kepanjangantangan dari Bupati dalam mewujudkan visi dan misi tersebut,
Kecamatan Patianrowo dapat berperan serta dan aktif melalui kegiatan sesuai
dengan yang telah ditetapkan di misi ke-2 (dua) yakni Meningkatkan kinerja
birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten
Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang
aspiratif, partisipatif dan transparan. Disamping itu sebagai aparatur terdepan
memungkinkan dalam pelaksanaannya, Kecamatan Patianrowo memberikan
kontribusi lebih terhadap misi-misi lainnya dalam mendukung terwujudnya

Kabupaten Nganjuk yang maju dan bermartabat.

Sedangkan Arah kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada
kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun
2025-2029 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan Patianrowo,
selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan

2. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan penatausahaan
keuangan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah
Meningkatkan pengendalian intern perangkat daerah

Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemungutan PBB

Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa

2 L

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan daerah

7. Meningkatkan koordinasi dan sinergi tiga pilar untuk menjaga ketentraman,
ketertiban umum dan kondusifitas keamanan wilayah

8. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan
Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan
Kepala Daerah

10. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penanganan kemiskinan daerah,
pengarusutamaan dan kesetaraan gender, kecamatan layak anak, Kecamatan
Sehat.

11. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan perencanaan,
penganggaran dan penatausahaan keuangan desa

12. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala desa,
perangkat desa BPD dan LPM

13. Meningkatkan Inovasi/kreativitas kecamatan pada segala aspek

)




sebagaimana tabel berikut:

Berikut rumusan pernyataan strategi d

an arah kebijakan Perangkat

Daerah

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakim
Operasionalisasi Arah Kebijakan Arah Kebijakan Renstra v
e NSPK RPJMD PD
= Meningkatnya Meningkatnya tata | Meningkatnya sinergitas
akuntabilitas kelola pemerintah penyelenggaraan
penyelenggaraan daerah yang baik dan pemerintahan di
pemerintahan daerah | pelayanan publik | Kecamatan
yang inovatif
- Meningkatkan T

pelayanan administrasi

terpadu kecamatan

- Meningkatkan kualitas
perencanaan,
penganggarar dan

penatausahaan

keuangan, serta evaluasi
dan
pertanggungjawaban
kinerja perangkat
daerah

- Meningkatkan

pengendalian intern

perangkat daerah

-  Meningkatkan
koordinasi dan fasilitasi

pemungutan PBB

- Meningkatkan
koordinasi dan fasilitasi

pemerintahan desa

- Meningkatkan peran
serta masyarakat dalam
penyelenggaraan
pemerintahan dan

pembangunan daerah

- Meningkatkan efektifitas

pelaksanaan
pendelegasian sebagian
kewenangan Kepala
Daerah
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- Meningkatkan
koordinasi dan fasilitasi
penanganan kemiskinan
daerah,
pengarusutamaan dan
kesetaraan gender,
kecamatan layak anak,
Kecamatan Sehat, UKS
tingkat kecamatan

- Meningkatkan
koordinasi dan fasilitasi
pemilihan dan

pelantikan kepala desa,
perangkat desa BPD dan
LPM

- Peningkatan
pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan

desa/kelurahan

- Meningkatkan
koordinasi dan sinergi
tiga pilar untuk menjaga
ketentraman, ketertiban
umum dan kondusifitas

keamanan wilayah

- Meningkatkan
koordinasi dan fasilitasi

wawasan kebangsaan

Meningkatkan  monitoring,
evaluasi dan pendampingan
perencanaan, penganggaran
dan penatausahaan

keuangan desa
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BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator,

Target, Dan Pagu Indikatif
Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Patianrowo selama S

tahun ke depan (2025-2029) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana
tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Patianrowo. Untuk selanjutnya
pencapaian visi dan misi Kecamatan Patianrowo akan menunjang tercapainya visi
dan misi Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu
untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi
pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah
guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program
tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri
merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan
kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu
program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan
yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan
anggarannya.

Adapun programnya antara lain:
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

e oE m N

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

70



yeseeq 1eybueiad
uefuenay 1segsiupy - 202 L0'LO'L

(uawnyoq)
Qdys uebuenay| iseyyusyuelinBuay
UEP UBBYESNRBIEUSY USWNOQ Yejuny

yelaeq yebueiad uebuensy
ueloden eAuunsnsia)

yesse(q
1eybuBiag UEBUEDURIS USLWWNYOQ
ueunsnAuad - L1000 LO'Z LO'LOL

(uswmioq) yesseq
1eyBuBlad uBBUBDUBIaY UBSWNOQ Yejwnf

yeseeq jesbueied
efiauny| 1senjea3 uep 'ueieBbuebusy
‘ueBLEdUBIBd - LOZ LOLOL

(uswmjoq) uelseq
jeyBuslad UBBUBDUAIE UBWINYOQ UBjWNf

Yeieeqg
1eyBuelad ueeesualed
uawmjop efuunsnsia)

yeiae(] jejbuelad
elieuny 1senjead - 000 LOZ 1010 L

(uesode) yesseq
1exBuelagd eliaury 1senjea ueiode yejwunpe

adis elieury| ises|jeey Jesiuy uep
elisury ueieden ugiode] ueunsnAusd

UEP ISBUIPIOCY - 9000 LOZ LO'LO'L

(uesode) adys eleupy ises|zay
Jesnyyl uep elieuny ueiedes ueicde
ueunsniusag 1SBUIPIO0Y |IsEH uescde
uep QdHS eliaury Ises|jeay Jesiyy|
uep elisury uveiedeg uesode) yejunp

yeleeq 1evbueiad
eliauny jsenjea3 uep 'ueieBBbuebueg
‘ueeueouBsed - LOZ L0 LOL

(uesode) yeiaeq
1eyBuesag elisury| 1senjea3 uesoden yejwng

yeuge(q 1eybuesad
elisury 1senjeag uep ‘uesebbuebusy
'ueBuedUBled - LOZLOLOL

(ueiode) QdIS Elsuly (ses||eay
Jjesquy| uep eliaury ueieder) ueiode
UBUNSNAUSY ISBUIPIO0Y |ISeH ueloden
uep QdyS elieuny Isesijeay Jesiuyy|
uep eliauny ueiede] ueiode] yejwnp

yeieeq] |exbuelad
elsuny eyep efuunsnsia)

VLIOM/NILYdNaYA yesae(] jevBueiad
Hy43IVa NYHYLINIE3WAd NYSnEn (lelN) yesseqg elisury seyjigejunyy
ONVINNNId WYHO0Nd - LO'LO°L 1eBueley elisupy seIgEIUNYY [EIIN ehuyexbuiuayy
UBjELLEDSY
(1eN) uEIBWESSY 1P YIgnd 1p yiignd ueuekejed
ueueke|ad jeveielsely uesenday| syepu| sejeny efueyBuiuayy
uBjeweDay
Ip ueyEtuLawad yeieep ueyejuawed
ueeseBBuapiuad ueesebbusajedued
sepbisuis SEjjIGEUNYE
(lepN) uejeweosy seybiaulg syapu| eAujenBuiusyy edueyBuiuepy
omouueljed uejeweday - 0000°61L°00°0°00°0°L0°L
(go) (£0) (s0) (s0) (¥0) (e0) (z0) (10)
NVLVIOINENS NVATIS ONVA
NVONVYNILIN HOLVHIONI indLlno FJNO2LNO NVYVYSYS NvArnL AWrdd NYHYSYS
I NYLVIO3X | NYHD0Hd NV M4SN

dd VIALSNAN TVNIA NYLVIOTIENS / NVLVIDAN / WVADOUd NVISNINNNAN SINMAL 1+ TALV.L

MNCNVON NHILVANIGVY HY.LNIIHINAd




cL

yesae( 1eybusiey
ueremebadey |sensiWPY - GO'Z LO'LO'L

(1eded) uedexBusiey Inquiy
Blasaq Seul uRIBYEd 18¥ed Yejwnp

yeleeq jeybueiad
ueremebadey) 1sERSIUIWPY - SOZ L0 LO'L

(BueiQ) uebuepun
-Buepuniad ueinjgied |ses|eisos
nnyj|Buayy Bued Buesg yejwnp

yeiesq jejbueied vejlemebedey)
IsENSIUILLPY uslode] eAuunsnsia |

adxs yesseq
sy Bueseg ueyningay ueeueduslay
ueunsniued - |000'E0Z LO'LO'L

(uawinoQ) adMS Yeseeq HiW
Bueleg ueyningay| BUBIUSY Yejwn

yeiseq jeyburiay eped yeieeq
)i Bueseg 1SeasILILIPY - E0'Z L0 LO'L

(uawnxoQg) adMS Yesseq 3N
Bueieg ueynngay BUBIUEY Yejwnr

yeseeq
1eyBuelad eped yesseq yi\ Bueteg
ueejojebuad uesode sAuunsnsia)

OdHS UeIBjSalUeS /UBUERINMU |
jueuging uebueney ueiode ueunsniuad

uep |SeUIpIoo)y - L00020° 2 L0 LOL

(uesode)

Ad)S UBIg|SaLISS/UBLEINMU | JUBLE|ING
uebuenay ueioden)

ueunsniuad Iseuipiooy ueioden

uep QdMS UBlejsaLuaS JUBLE|NML |
Jueueng uebBuenay uelode yejwunp

QS unye|
gy ueBuenay ueioder] ueunsniued
UEp |SBU|pJoOYy - 5000202 LO'LOL

(uesode) QdMS unyer

iy uebueney| uesoden ueunsniusd
|SeuIpIooy |iIseH uesode uep QdNS
unye| My ueBueney ueiode yejwnp

adxs uebuenay
iseyylanuelinbusd uep ueeyesnejeued

ueeuesyeled - £000Z02 L0 LOL

(uawnyoq)
adiis ueBuenay isexyusyyueinBusd
uep LEBYESNE|BUB UBWMOQ Yejunf

NSV uebuelun g
uep (fes) ueeipefued - LOOO 202’ LO'LOL

(ueina/BueiQ) NSY ueBuelun |
uep iles) ewususyy Buek Bueig yejwunp

yesseq 14bueiag
uebuenay| 1SeqsiuWpyY - ZO'Z LO'L0°L

(ueing/BueiQ) NSY uebuefun g
uep Ileg) ewuauapy Buel BuriQ yeunp

yesse(] 1eybueied
uebuenay |SeASIUILPY - 202 LD LOL

{uesoden)

CIdMS UBIalSaLIBS/UBLEINMI | /UBLEING
ueBuenay uelode]

ueunsnAuagd 1seuipIiooy uelode

UED (Od)S UBlg|SawIas /uBUBINMU |
Jueue|ng ueuenay uesode yejwnp

(uesodeT) Qdys unuyel
Iy uebuenay ueiode ueunsniuad

yesee( jeybuelad |SEUIPIOOY] |IseH uesode] uep (dMS
ueBuensy ISENSIVIWPY - 202 L0 L0 L | unuel Iy ueBuenay uelode yejuny
(80) (20) (90) {c0) (v0) (€0) zo) (to)
NYAII3Y
NVLYIO3IMENS ONVA AWIrdd
NVYONYHILIM I NVLVIOIN / NVEOONd HOLYMIANI 1ndino FNW02LN0O NYHYSYS NYNrni NVNVYSYS

NYQ MdSN




nwe | (uesode) nwe |

uebunluny] |sel|ised - 8000'90°2' L0 LOL uebuniuny iseqse4 uesode yejwnp
(uesoden)

yesee( 1@y6ueiad | QdNS 1SBINSUOY UEp ISBUIPIOOY jedey

Lwnwin |SeASIUIWPY - 90°Z' L0 LO'L ueesebbusieAue ueiode yepurp
yesee(] iexbuesey (uesode) nwe)

wnwin ISens|uiwpy - 802 L0 L0 L

ueBuniuny 1seyjise uesode yepunp

yesee( jexbuesad
WINWN ISEASILILIPY - 90'2'L0'L0'L

(uewmyjod) adxs eped siweuiq
disly UBBUESNEIEUSY UBWINYOQ Yejwunp

UBJCJUBN IO UEBYESNEIBUSY
uesode] eAuunsnsia)

ueepuebbuad uep ueyejan
Gueseg ueeipsfuad - G000 90'Z LD LOL

(19%ed) ueyeipesiq Buel ueepuebbuey
uep ueyeja) Bueieg 19yed yejwnp

Jojuey yisiBo
ueyeg ueelpafuad - ¥000'90°Z LO'LO'L

(ieed) ueseipasig Bued
lojuey yisifo] ueyeg jexed yejwnr

(1%ed)

Jojuey uedeybuapad uep uejeeied ueyeipas|() Buek Jojuey uedeyBuspeyg
ueeipaiuad - 2000'90°2 L0 LO'L UEp UBjE|BIa ]8%Ed Yewnp
sojuey ueunbueg (1exed) ueyeipesiq Buek

uvebusiauadMUIS [SEBISU| UsuodIoy|
ueeipsfuad - L000'S0'Z LOLO'L

Jojuey veunbueg ueBuessusguisiy
isefeisu| uauodwioy| 1exed yejunp

yeiae( jexbuesad
winwin ISeASUIWRY - 90210 L0'L

(19%ed)
uexeipasiq Buek Jojuey uedeybusjag
UBp UElE|RIB 1BYed Yejwnr

yelse( j@yBusiag
winwin ISBASIUIWPY - 90°'Z' L0 LO°L

(ixed) uexeipesiq Bued
jojuey| ueunbueq ueBusliauadpuis]
1sejesu| usuodlioy| 18%ed yeune

yeseeq 1ejburiad
WiNwi 1ISEASILILIPY - 802 L0 L0 L

(1e%ed) ueyeipasiq Bued veepuebbuad
uep ueyele) Gueseg 1ved yejwnp

uelojueyiad

yesee(] jeybueieg (1eyed) ueseipesiq Buek ueuehejaq uedeyBuspay

NN ISBASILIWPY - S0'Z L0'LOL sojuey, ynsiBo ueyeg 19yed yejwnr uep ugje|esed efusipesia)
(Buesp) ueBuepun
uebuepun-Buepuniag -Buepuniagd ueinjeia ISES||BIS0S
uBINjRIad ISes!|2Is0g - 0L00'S0'Z'L0 L0L pxiBusiy Buek Bueio yejwnpe
eluvedexyBuajey| inquly BUesaq seulqg (1sxed) uedeyBus|ay Inquiy
ueiexed ueepebuad - Z000'S0Z L0 LOL BUasaq SEUI] UBIBYEJ 1844 yejwnp
lemeBad uidisig eueleseld uep (yun) remebag undisig eueiesely
euees ueeybuiued - LODO'SO'Z LO'LO'L uep eueleg uejesBuiued Jun yejwnp
yeieeq jexburiag (wun) remebay widisig eusleseld
ueiemebaday ISEASILILPY - SO'Z L0 LO'L uep eueseg ueleyBuiuad pun yejwnpe

(80) (20) (00) (G0 (0 (e0) (z0) (10}
NVAIT13Y ONVA
NVONVNILIN NYIVIODIGRS HOLVMIONI 1nd1N0 3WOSLNO NVHVSVS NVNFNL QWrdN NVHVYSYS
I NYLVIOIN | WWVHOOMd

NVQa ¥dSN




E%

yelseq
veyejuuswad uesrun Buelunuag yeiseq
i Bueseg uesieypwad - 50°Z' L0 LO°L

(wun) eseyyediq buek
eluule] wise uep uee|BIBd Yejwng

yeiaeQ
ueyeupswed uesnin Buelunuay yelseq

Al Bueseg ueeseyijsuwed - 60°Z'L0'LOL

(iun) eseyiedig Bued jgap yepunp

yelseq
ueyejuuawed uesnin Buelunuag yeleeq

HW Bueseg ueriByRWSd - 60'Z'LO'10'L

(nun)

eluyeled ueyeleqp uep eseyijedig
Buel uejeqger seul] UBBIBPUEY NEJE
seuiq uebueiolayd ueelepuE)| YBjWNP

yeieeq
ueyejuLawad uesnin Buelunuad yeieeq
i Bueseg ueeseyswed - 60°Z L0 LO'L

(yun)
iseyiqeyasq/eieyadiq Bued efuuen
ueunBueg uep sojuey Bunpes yejunp

ISt Uep Jiy BABQ JBqUING 'ISBXIUNLIOY
eser ueeipefusd - Z000'0'Z LO'LO'L

yeiaeq jeybueiad
eped yesseq N Gueieg
uBjEMEIB BAUBLESYEPS |

(uesode) uexeipesig Buel yus
uep Jiy eAeQ Jaquing ‘ISEXIUNLLCY
ese ueepaliued uesode yejunp

1eanAuspy jeing
eser ueepefuad - LOOO'BOZ LO'LOL

(uesoden) jesnAusp jeing
eser ueeipafued vesode] yejwunp

yelise(q ueyejuLawa uesnin Buelunuag
eser ueeipakuad - 50°Z'L0LO°L

(uelode) jeinduspy 18iNg
ESE[ UBEIpeAus ueiode yejwnp

yeiee(] ueyejuuslled uesnn Buelunuad
ese[ ueejpalusd - BO'Z'LO'LO'L

(uesoden) ueseipasig Buek yiysn
uep Jiy eABQ Jaquing ‘|sexiuniucy
eser ueepaiued uesode yepunp

uejoujiad
ueuele|jad eser eAueipasia |

eAuulE] LSO Lep
uejejeiad ueepebuad - 9000202 L0 LO°L

(nun) ueeipesiqg Bued eduure
uIse| UEp Ueje[eiagd Jiufn yejwnr

18gap ueepebuad - S000°L0°Z'1LO°LO'L

(wun)
uexeipesiq Buel |aqepy jexed yejwnr

yaieeq
yejuuswag uesnin Buefunuay yeiseq
AN Bueseg ueepebued - .02 L0 LOL

(yun) uexeipesig Buel efuuieq
UISB|\ UEp UejB|eiad Jup Yepune

yeseeq
yeuswed vesrun Buelunuag yesseq
WA Bueseg ueepebuad - J0'Z' LO'LO'L

{uun)
uexelpes|q Buek |aqein 19ved yejwnp

Yeseeq
1eybueiad eped yeieeq
Wi Bueseg edueipesia)

XS eped siweuig
disuy ueeyesneleusd - DLO0'90'Z' L0 LO'L

(uewnyoq) AdXS eped siweug
dis)y UBBYESNEJEUSH UBWNYO(] Yejwnp

Od)S ISeNsuoY Uep Iseulpiooy) 1edey
ueeseBBuaisiuad - 5000902 LOLO'L

(uesodeT)

AdHS ISENSUCY Uep iseulpiooy jedey
ueriebbusjafusy uesode yejwnpg

(s0) (20 (90) (so) (v0) (€0 (z0) (10
NVAITI3H ONVA
NYLVIOaxans
NYONVHILIN I NVLVIDINM | NVNOONd HOLVMIONI indino 3N021Nn0O NVHVSYS NvYnrni QNrdd NVHVYSYsS

NVYQ MdSN




(uawnsjo(]) uejewessy ebiey
yehe|p) Ip EISEMS UBD YEJUUALWISH U3|0 UBNNYE|I]

esa( ueefepuaquag Buek jexeseiseyy ueelepiaquad usieibay Ip 1eyesedsew ueelepioquied
uejeiBey 1seulpIooy - LO'Z'E0 LO'L uep elisy] weibBoid ISesIUONUIS uswN¥og Yejwnp uejeibay shueuesyepa ]
OMOIUE|IEY
uBjelUEDEY
1P 1exesefsel
ueeAepiaquiad
(%) ueyeiBey|
NYHYHNTIN NYA VS30 LYAVHVASYIW | ueieweos) 1pjexeiekse)y ueedepiaquisd ueieibay ISEUIPIO0Y SEIyE)T
NYVAYOHIBNId WrHOOHd - €0°10°L ISeulpiooy |IseH InlueT] yepulL ssejussied elupexbulusiy
ugjewedy jexbull
1p UBLBlUUBWE UBlEIBaY SEluNNalT (uswnyoq) uelewesay] jeybul) 1P UeyBjULSWS Y
uejesbuiuad - 2000 LO'ZZ0LO'L uejeibey seyynye)a usieybuluad uswnyoq yejwnp
HeneL [e)ieA ISuejsu| uep (ueiode)
yesseq) 1exyBueiad ueBuap uBUEULEWSd yese | (B)IHBA ISUBISU| Uep yeiee( 1exbueled
uejeibay ueBuESHE|ad UBP UBBUBIUBIG ueBuep ueyejuusws ueieiBay| ueeuesyejad UEp
1BiauIS/ISeUIPI00) - LOOO LO'ZZ0L0'L ueBuEdUSIad |BieuIS/1SBUIPI00Y UBlodeT yejunr
(uesode)
uejeweoe)y| exbul | Ip UBYBjuLSWad yex1a) [BYIUBA |SUBISU| UBp yeseeq jexBueled
uejeibey ueelebbusiefuag uebuep ueyegluBWe uejeifay ueeueS)E|SH UEP
ISEUIPJOOY - LOZZ0'L0°L ueeuBIUBIa IB1auIg/ISEUIPI00Y LBlodET Yejuwnp
Joiyes sejul
UEP |EMEA ISUBJUL UBPEQ/SEBUID
ugjeweoey jexybul L Ip ueyeluLBWaY siuya) euesyejed yun
uejeibey ueesebbuspiuay (uswnyo(q) ueleweoay) jexBul) Ip UBYBULBWSY uebuep ueyejuuewead uejeibay |
ISBUIPIOOY - LO'Z'Z0LO'L |  ueeiBey seymield uejeybulued uswnyog yejwng 1seu|piooy eAueuesyeya) |
omoluened
ugjeWesay
Mand NYNYAY13d NVQ P UByejuLBLB
NYHYLNIHIWId NYYHYOONITIANId (%) UBjBIBIS)Y| Ip UBYBIULBWEY ISBUIPIODY SEWYIME)T
WYHOO0Yd - 20°L0°L ISBUIPIOOY ||SEH JnfueT] yepul) asejussiad eAuiesBuiuepy
ehuuie ueunBueg uep
Jojuey Bunpeg (sejlliqeyay/ueesey|swad (wun) 1senqeysiqreleyiediq Guek
-6000B0Z L0 LOL ehuuie] ueunbueg uep Jouey Bunpeg yejwnp
ekulie] Uise|y UBE UBE[RIad (uun) eseyedig
ueejeyllawad - 900060210 LO°L BueA eAuuie] uISB UED UEJE|RIB YBIULINE
|2qajy UeBIBYl|@Wad - 5000 60 2 LO'10°L (yun) Ew.._.mwn__h_ Gued j2qa yejwnp
UBJEQE[ SEUI] UERIEpUEY
neje seu|q uebueioiad ueeiepuay| yeled (nun) ehuneled uvexpeleqp
uep 'ueeleyiawad eleig 'ueeleysuwed uep eseyladiq Bued uejeqer seui( Ueelepuay
eser ueeipaiuad - LOO0D'60Z L0 LOL neje seu|q uebueloiad UBBIEPUSY YE|WNf
(80) (£0) (90) (50) (¥0) (€0 (2o) (t0)
N NVLyIORAaNS HOLVYAMIONI lndino ANO2LNO NYHVSYS vnrn nﬂ.ﬂ)m._mm Uﬁm‘ﬂr
NYERIvMRLIY I NVLVIOIN / WVHO0Ud N Rei NyHVAYS

NVQ MdSN




wnw ueuekejad BUBIES UBP BUBIBSBIH

(uswnyoq)
wnw ueuefe|ad EUBIESEl4 UBP BUBIES UBRIBYIIBLUISY
welep yexye ] Buek |E)Lep 1SUBISU| NeJe/UED YRIBEQ

wnwn veuedeisd
BUBIES UBP BUEBJBSEIY
UBBJBY||BWE |SEjisE}

UBBIBYI|BWS ISBUIPIO0Y - E0'Z'Z0°LO'L 1eyBueiag ueBuap BieuigaseuIpIoOy UBWNYOQ Yejwnp eAueuesyepa]
omouuBEed UBJBLUBOSY
Ip wnwin ueuelejed
HENd NYNVYAY13d Nva (%) EUBJES UBD BUBJESEId
NYHVLNIYINTd NYYHYDONITIANI UEJLIEDS) IP WNW UBUBAB|Sd BURIES UBP BUBJESEI UEBIBYIBIB ISBUIPIOC)
WYHOOY - 20102 | ueeseyjawed jseuipiooy jise inlue] yepui) asejussiad sejyie)3 efueyBuiusyy
ueyyedwij Buek uie uebueuamay
uebusp pexyie| Buel ueysjuueway (uesode) ueyyedwipq
UBSNI[ UBBUESYE|Bd - E000 P02 20 1O'L Buek uien ueBueuamay UBBUESHElSY UBIOdET YBjWLNE
UBJELIEDBY
Ip jexeieAsew
lewe) epedey ueuefejad
epedey usyedunig Buek ueyejuuaWS (uesode) ueyyeduwn)g ueeuesye|sd 1se))|I5e}
uUBsSnJM UEBUESHEIA - PO'Z 20 L0L Buek uie ueBueuamay ueeUEBSYElS UBlOdET YBNE eAuBuBSyBE )
uBjeleDay
yehe|im 1p jeveselsepy epeday (uesode)
ueuefe|ad UeeUESHE|DY SEWNYET ugewessy yehe|p Ip 1evesedseyy epedsy ueueieied
uejeybujued - 00020220 L0 L ueBUESYE|Sd SENa)3 ueiebuluag ueiode yejwnp
UBJBLIEDSY
UBjBWIEDA)Y IP EPY Ip jexesedsew
Bued usise() 1eybueiad ey pun Yo (uesode) epedey ueuelkejad
ueyeuesye|iq yeplL Buek ueyeiuewey UBJEWEDSY yeAe|p) 1P 1eNeiefse epeday usuekead ueeuesye|ad |sa)pse}
uesrun ueesefibusjeiusd - 202 20°10°L uBBUBSHE|ad SEWe)] usieybuluay uesode yepung eAueuesyeps ]
oMoIuBllEH
WTand NYNYAYT3d Nva uEjeLLEaE)y 1p §lgnd
NYHYLNRIIWZd NYYHYOONT T3ANId (9%) ueyeweday ip yuand ueuefeje |seuipioc)
WYHOOUd - 20'10°L ueuehe|ed ISeu|pJooy |ISeH Jnlue yepul) esejussiad sejumes3 efueybuiuspy
uEjEWEeY uBjeuleony
elay yehejp) Ip BISEMS UBp YBjuLBWad (uswmjoq) 1p 1exeleisew
yajo uexnyenq Buek jexeieiseyy uejeweaay eliay| UEAB|A 1P BISEMS UEP YBjULBSWSY ueefepiaqued
ueefepiaqued ueieiBey uep eley | Yoo ueynyeg Buek jexeseisepy ueelepiequed uejebay uejeibay
weiboid 1SesiuoHUIS - Z000 LO'ZE0 L0 L uep elay welbold Isesiuonjuig uswmjoq yejunp ehueuesyepa L
esaq p
ueunfuequied UeeUBDURIB LEIBMBASNN (useyesedsewsy ebequen) eseq
wnJod Wwejep jexeselsepy isedisived | 1p ueunfuequiad ueeueousiad YeiemeAsnpy WnIo4 wWejep
uejenBujued - LODO LOZ'E0 LO'L isedisiuediag Gued uejeyeiedsewsy ebequs yepwnp
uejeleas)
1p ueunBuequwad
(uejeyesehsewsay ebeque) esag ueeueduasad
ese(] ueedeplaqed | 1p ueunBuequisd UBBUBIUSIS] YBIEMBASN|N WNIO WP yesemedsnuw
uejeibey| |seuipiooy - LOZ'E0' L0 L isedisivedieg Gue/ ueexeieAsewsy ebequea yejwnpe eAuBuesyBUS |
(80) (20) (90) (s0) (#0) (€0) (zo) (10)
NYONVN3LIN bbb MOLVMIGNI 1nd1no 3WOO1NO avaveve | nvarni | omrdaNvavevs
I NYLVIO3IN | NVHO0Hd

NYQd XdSN




LE

(BuriQ) B1sauopu| y)jgndey uenjesay
eieBepN ueymney ueeleyij@wed uep
ueueyeyawsa sues By [eB6un | exeuuiyg
ueueise|ad 'Gy6L unye| eisauopu|

yjgndey eseBay seseq Buepun-Buepun UBJBLIED®Y
uEBUESHE|Bd 'BlISEIUEd UBEWEBUS | 1P NN ueyejulswad
yeseeq eedey uejdejuwiapy eybues Wejep [euoiseN ueesebbuajefuad
uesebnuad 1ENSBS WNWN UBYBjULSWE ueueyeey uep ueesBueqey uesemen ISep|ISey
uesnin ueeseBBusielued - L0'Z2'S0'L0°L ueeuiqued nnyiBuayy buek Bueso yejwne ehueuesyepa)
WNNN NYHY.LNIYIWNId (9%) uejELWEOEY oMOJUBIE UBIBLUEIEY Ip LUNWN
NVSNYN NYWSYOONTIIANId | 1P wWnuwn ueyejuuaway ueeisBbusisiusd ueygulsuiag uee.ebbusleiuad
INVHOOUd - G0'L0°L | ISBUIPICO |ISeH InfueT Yepul) 9seussiad iseupiooy selyie)d eluesBuiueiy
iexesehsej yoyoL (ueiode) iexesedsepy yoxoL
uep eweBy yoyo | ueBuap uebungny uep eweby yoyo | uebusp ueBungnH
1SesIUOULEH - ZOOO'LO'Z PO’ LO'L | Isesiuculey UBeuEste(ed uejode] yejwnr
uejeLIEoR)y YBARIA 1P [BXHAA (uesoden) uejewesay) UBABIM 1P [BYLBA
[SUBJSU| UBP BISBUOPU| [BUOISEN BJELE | ISUBJSU| UBP BISBUOPU| [BUOISEN BJIEJUS L
‘eiseunpu) yiiqnday esebep uesijoday ‘eisauopu| yiigndey esefiay ueisijoday
ueBuap seubiauls - L000'LOZ¥0'L0'L ueBuep seybieuls yseH ueode Yejwne
WNWn Uequsisy (uesodeT) 1eyereAsSE UOYOL
uep uewessjueley| ueesebbusieiuad uep eweby yoyo L uebusp uebungny
ehedp 1seuipiooy - L0'Z'P0 LO'L | 19ESIUCULEH UBBUESYE|Sd uejode uejwnp
uBlBLWEBISY
|p winwn uequaley
UBp UBWIEAUSEY
(usioden) ueleweaay UBABIIAN 1P [BXHAA ueeleBBusiafuad
winwin uequaey ISUB]SU| UBp BISSUOPU| [EUOISEN BIEWS | ISBUIpIO0Y
uep ueweisiueey ueeseBBusieiuad ‘BlsauOpU| Jigndey eieban ueisioday| UEp ISEN|ISE)
ehedn 1seuipiooy - LOZ 0 LO'L ueBuep sejbiaulg |1Se| Uelode yejunr eAuBuesyela |
OMOIUENE UEJELIBIOH
WNAIN (%) uEIEWEOSY| |p WNW UBGILS}aY ip WNWN UBQIISISY Uep UBWBUSISY
NYEILEILIN NV NYIWVHLINILTY | uep uewenusisy ueesebbuajaiuad efedn ueeiebbua|efuag ededn
ISYNIQHOON WYHOONd - PO LO°L | Seuipiooy |iseH infueT Yepull esejuesiad iseuipiooy selymie)a eluesbuluen
UEjEWEDSY
yehepp 1p uequisiay
(94) WwnLn UBqIUEIsY UEP UBLUEIE]UalaY uep uBwenuUSEY
uenBBueB ueuninuad asejuasiad ueieyBuiuspy
wnwn vevekead (uewmyjoq) wnwn ueuele|ad
EUBIESEl4 UEP BUBIBS UBRIBY||SWSY BUBIESEl] UBP BUBIES UBRIBY|j@WS
weep jexa) Buek |exey) ISUESY| wejep pesus) Buel [eyiuap 1sueisy)
nejejuep yeise( exbuelad uebusp neyejuep yeiaeq jesbusied uebusp
|Bieuig/|seuipiooy - L000E0ZE0 LO'L 1Biauig/ISEUIPIO0Y UsLIN¥oQ Yejwnr
(s0) (20) {s0) (G0) (v0) (e0) (20) (10)
NVLVIO3NENS NYAR T Csva
NYONVHILIN I NYLVIDIN | WVHO0Nd HOLYMIONI 1ndino FN021LN0 NYHVEVS NVNrnL QNrdd NYHYSYS

NVQ MdSN I_




vS3d NvHVYLNIHIWId NYSYMYONId
NYQ NYYNISW3d WyHOO0Nd - 90°10°L

(%) eSaQ UBYBULBWS
IsensiulupyY que ) uebuag ese(] esejuesiad

amolugned uejeweoay|
1p BS8(] UBYEjULBWa
ISENSIUILPY

qua | elueyBuluepy

edisied veunBuequued ueeueousiBd
ueunsniuad Isej|ise4 -¢L00' L0 Z'80'L0'L

(uewnjoq) Jedisied ueunBuequad
ueeuBIURIa eybuel Wejep |sEl|ISE USWNYoq Yejwnp

BSa(] UEUEjULSWS UBSEMEDUSY
UBP UBBUIGWSY ISEUIRIO0Y UED
ISEpUBLIONaY 'ISeyIsed - L0'Z'90'10L

(uawnyoq) medisiped ueunbuequiad
ueeUeouaiad ByBuE WeBp ISBN|ISE] usWNyog Yejwnp

esap ueeBequwejay
ISes|ulwpe
qipey eAueybuiuspy

¥S3a NVHY.LNIMINId NYSYMVONId
NYO NYYNIBW3d WvdD0Xd -90°'10'L

(95) BSag ueebequwa|ay
ISeAg|uIpPY qie) ueBueqg eseq BSElURSIad

OMOIUBE UBIBLLIEDSY
1p esa(] ueebequwa|ay|
Sejs|uiwpY

que | eAupeyBuiueipy

(%) esaq Isessiuwpy gila| ese( esejuasiag

esep ISefsiuiLIpe
que) edueybuiusiy

eiseuopu) yignday rieban ueisijoday
neje/uep uebuepun-6uepurued ueinjeisd
ueyeBauaq Buepig 1p eAuisbung uep
sebin| Bueh yeiseq jeybueiag uebusp
IBisuIg/ISEUIPIO0Y - LO0D'Z0Z #0 1OL

(uesode) eiseuopy| yiigndey eseben

ueisijodey nejesuep uebuepun-buepunisd ueinjeled
ueyeBouad Buepig 1p eAuisBuny uep sebn | Buek yeseeq
1y6ueliag ueBuap (Bisuignseulpicoy ueiode yejwnp

yeiee( ejeday usinjeiad

(uesode]) eiseucpu| yigndey esefen

yeseeq
ejede)| ueinjeiad
uep yeseeq Ueimesad

ueis|joday nejejuep uebuepun-Buepuniad ueinjelad ueyebeusd uep
uep yeiaeq ueimesad ueyebeusy ueyebauad Buepig 1p eAuwsBung uep seBn)| Bued yesseq | uedeisuad 1SEBUIPIODY
uep uedelsuad ISEUIOOY - ZO'Z'¥0 LO'L 1e)buriag uebuap iBiauIgsELIpIOOY UBIODET YBlWN eAueuesyeps]
oMOJUBlEY UBJRLIEDS)|
Ip Epeyjiad uep
WNWN epied uesebeuay uep
NYELLH3LIN NvVA NYWYHLNILIA (%) uejeweoay Ip epexiad uep epiag ueyebausd uedeisuad ISEUIPIOOY
- ISYNIOHOO0M WYHOONd - #0'10°L | uep uedessuad iseuipiooy| |IseH Jnfue Yepu|| esejuasied sejyia3 eluesBuiuep
Bisauopu|
yijanday uenesay eieban ueynine)|
UBEIEL|||BWB- UED UBLUBYBUBWBY BlSaS (BuesQ) Biseuopu| Jgnday uemesey|
ey |eB6un | exeuulyg ueuEss|Bd 'SEEL eiebaN uByMNe)y UBEIRY|[@lWed UEp UBURYBLBWEH
unye | EIsauopu| yijgndey eseben Jeseq epas ey [eBBun | exsuuIyg ueLelSs|ad 'SHEL
Buepup-Buepun ueeuesyejad ‘BlIsEdURyd | unye| eissuopu) yygnday eieBay Jeseq Buepun-Buepun
uejewebusd ueydejuewayy exbues wejep UBEUBSHE|E 'B|ISEOURY uEjRwEBUS ueydejuswaly
|BUOISEN UBUBUE}SY Uep ueesbuegay eybues wejep |BuoiseN ueueyelay uep ueesbuegey
UBSEMEM UBBLIQWS - 00O LO'Z'SO LD ueSEMEA UBBUIGUWBH nnyiBuayy Bued Bueig yejunp
(s0) {20 (50) (s0) (¥0) (eo) (zo) (10
NYONYHIL3M HYIVIDHAGHS HOLVMIGNI 1nd1no awooLn svs MG NV
| NVLVIOIN | NVHOO0Nd d NVAY NVAFAL | aWrdd NVHVSYS

NVQa M4SN




BS9(] UBYBJUUBLIS BB |
ISeUIsiuILpY 1SBli|ISed - Z000' L0290 L0L

(uswmyoq)
ese(] UBUE|LUSWIB BB ISENSIULUPY exbuel
we|ep [seyyisejig Bued uswnyog yejwnp

esa(] uByelULaWSd uesemebuay

eseq UeyejuLswad

(uawmyog) | rseqgsiuwpy uswmjog
UEP UBBUIQWS |SEUIPJOOY UBR esa(] UBYBjULBWS B2 Isensiulwpy eybuel ueunsniuad 1say)isey
ISEpuBLIoYaY 'Isejllised - LO'Z'90'L0L wejep iseyjjisejiq Buek uswnyog yejunpe elueuesyeps)
{eo) (20) (o0) (s0) (ro) (o) (z0) (to)
NVAIT3H ONVA
NV.LVIOaMans VS
NVONVEILIA I NYLVIO3N | NYHOONd HOLVMIANI 1ndino JWODLNO NVYVSYS NvnArnt QNrdy NVHVS

NVQ MdSN




08

ugjeLllBIey|

(%) uejewwesay

sveiaice OMOJUENEH UBIBLLEDEY
Buepig :ﬁwmuﬁﬁu I 1exeseisep
webueusw | 00'000°00S ¥L 88 00'000°005 ¥.L L8 00'000°00S L 58 00000 00S ¥L z8 00'000'6Z€ L 08 YN YIN uejeiBbay Eaiﬁon.m“a
s NEUNOON I%8H | spuipiooy usﬁi_w
uepe Ul I | I
peg/seulqg n M”M _w__”_ﬂ..o_ an._. eAuBNBURION
NVHVHNIIN NYQ
00'000 00§ L 00°000°005 ¥L 00'000 005 ¥L 00'000 005 ¥4 ‘000528 VS30 LYHVHVASYW
WPDRCChd NYVAVOH38W3d
WVYHOO0Yd - £0°'L0°L
(%) u=ewieday
winw
uEjeLLEDaY _.__w_u._m Eh OMOJUBNEY UBJBLIEDS)Y|

Buepig eueteg 1P wnwn ueuekejad

juebueusw | pO'000'0S9'S 88 00'000'089'S 8 00'000'089'S g8 00'000'059°G z8 00'000'059°'S L8 W/N WIN uep euelesaly | CUB/ES UEP BUBJESE.
Buek veRIBYIRWIO ueeJey|jewed
uepeg/seuig ISBUIPIOO) |iSEH _auc_Eomx sejnye 3
wnfue yepuiy Slambuer

esejuasied

uejELLEDaY (%)

Guepig :BnEwﬂHx Ip | omoiueped UEjELLIEDEY
uebueusw '000°000 62 88 00'000'000'52 18 00'000°000°52 58 00'000 000 52 '000°000 Aangd ueueleied P Jiiand usuefeisq
| o 00 ze 00'000'000'62 18 Y/N ViIN uEwLBx iy _uuc_Eoﬂx usm_.____zem_

eg/sey injueT ¥epull efuesBuiuapy
uepeg/seuiq o
UBBLIBISY

Buepig _%_mua““ﬁto:bn_smumx omoIUBNE UEJELWEDSY

jueBueusw | 00'000°00SSL 88 00'000'005 G4 8 00'000°005'SL L 00'000 005 54 z8 00'000°005 52 18 VIN WIN [SBUIDIOOY, [[SEH 1P USRI LU0
Buek wnfue yepuly ISBUIPI0OY SEIEIT
uepeg/seuiq asejussiog efuyeibuiuapy
MI8MNd NYNVAY13d
00'000°054 904 00'000°05 1901 00'000'051°90L 0000005} 904 '000°051° NVQ NVHVYLNIHIWId
i NYYHYOONITIANId
WVHOONd - 20'L0°L

uBjEWEIaY (repN) yeieeq

Buepig ebueieg yesee( jesbuessg
iwebueusw | 0O'008'0BE LIZ Y vl 00'008°088°0LLE €L 00'008'0B6'959°€ zl 00'008'086 255°€ zL 00'005'L8Z' SPP'E L oL 0L eliaury eliaury sey|iqeumy

e sEIGEILNYY eAueyBurusp
uepeg/seuiq IIN
VIOWNILYdnavi
HY§3ava
00'008'0BE L1Z'Y 00'008'088°0LL'C 00'008'086'959'¢ 00'008'086°'255 € 00'005'18Z S¥P'E ﬁipzhww::mm
ONYINNNId
NVHOO0Md - LO'LO'L
00'009'909 £06 ¥ D0'008'0E0 L6E ¥ 00'008'0EL ZIE Y 00'008 0£9 L0Z ¥ 00'005'95Z 661 ¥ NYLYWYDIM - LO'L
(st) (vi) (e4) (zt) (Le) (ot) (60) (80) (20) (90) (s0) (¥0) (€0) (20) (10
S novd 139uv1L navd 139¥v1L novd 139uvL novd 1398VL novd 139uvL
YNId INOILNO
ONADON 0£0Z 6202 8202 1202 920z seop | YO NOILNO / WYNOONd
HyHava ANMESVE | HOLVMIONI oo
LYMONYHId I NVSN

NNHYL SILVMIGNI NDYd NVQ L39¥VL

ANFNYON NILYJNEVH HYINI—HEW3d HYH3VA LYHONYH3d WWYHOO0Nd 21 138VY.L




I8

00'009°908 £06' 00'008'0E0 LBE ¥ 00'008°0ELZIE Y 00'008'0€9°20Z ¥ 00'009'99Z 66L ¥ zq::a:u_wmww

UBjELIEDSY (%) eseq
Buepig eysULBWed oMOIUENIEY UBIBLIEDSY
weBueusw | 00'000°000 0§ 06 00'000 000°0S 18 00'000°000°05 58 00'000 000 0§ z8 00°'000°000°05 08 WIN VIN isenswiwpy | P ESEQ UBURLLSWEd
Buek Qe ueBueg ISEJISIUIWPY
uepeg/seuiq psag asejUasIag qua) ekujeyBuiuspy

uejeLweaay

Buepig :mm@ﬂﬁw:ﬂu»m&! OMOIUENE UBIEWEDSY
webueusw | 00'000'000SH 06 00'000°000'S L 18 00'000'000°G} g8 00'000 000 S1 z8 00'000'000°G 4 08 VIN VIN \sensiuwpy | 'P 8990 ueebequisiey
Buek Qe ueBuaq ISEASUIWLPY
uepeg/seulq esaq] asEILBSIAY qe | eAueyBuluay
vsaa
NYHYLNIH3W3A
00'000'000°59 00'000°000'69 00'000'000'S8 00'000'000°59 00'000°'000°G8 NYSYMYONId
NYQ NYYNIBW3d
WYHOO0Nd - 90'L0L

(9) velELLEDDY
UBJELWEDaY 1P wnwn omouuened
Buepig R uEjeLWEIS) 1P
jwebueusw | 00'000°000 0BE =] 00'000'000'08E €8 00'000'000°05€ z8 00'000 000 0S€E ] 00'000 000 05 18 WIN WIN ueeieBBuephuayg | UMWN cam_ME_.MEn_
Buek |SEUIPIOOY [ISEH ueeliebBuajaiuay
uepeg/seuiq Wniue] ¥epuil ISBUIPIOOH| SElue)]
asejussiag ekumbu e
WRWN
el J NYHVINIM3IWId
00'000°000°08€ 00°000°000'08¢€ 00'000°000 0S€ 00000 000 0SE 00°'000'000°05% NYSAYN
NYYHYOONI13ANId
INVHOO0Hd -S0'L0°L

(%) uejewess)y
uejeweIsy Ip epeiad omoluened
Buepig uep m%_.._on_ uBjeLIEda)Y Ip Mﬂuﬁm
ueyebausy | uep epiad uexyebeausdq
_Emcu%h 00'008'5.08 18 00'000°000'8 = 00'000°000°2 €8 00'000'005°9 z8 00'000°000'9 08 YIN WIN ey i
1SBUIPIOOY] |ISBH 1SEUIPIOC)| SEWIe)T
S inlueT seputy efupeybuiuapy

asejuasiag

(%)
uejeLleday Ip OMOJUEIB] UBJBLLBISY
UBJEWEDS) wnwi uegipeley 1P WNWIN UBGHEI8y
Buepig . UEp UBWEUSION uep UBLIEUBIBY
webueusw | 00'000°00S 2§ 18 00'000'00G'2S 8 00'000°005°25 €8 00'000 005 29 z8 00'000' 00525 08 /N WIN uesieBBusjehuag ueeseBbusiahusd
Buek ehedn efedn
uepegyseulq 1SBUIPIOCY [ISEH ISEUIPIOOY SN
infue yepurl ehueyBuiuepy

8sejuasied
WNINN NYEILETL3A
00'008'625°09 00'D00°008 09 00000008 65 00000 000'6S 00'000°005'85 NVQ NYWYHLNILIA

ISYNIQHOOA
WYHOO™d - ¥0'10°L




(uejng/Buesp) NSY uebueluny
ﬁ oz 9% 9z 8z ez L2 uep lleg ewusuey Guek BusiQ yeiwnr
(uawnyoa)
! L b I 3 4 adis veBueney seyuapueintusy
UBP UBBUBSNEIELA USLLINYO(] YEWN[
ueiodey) |
(S UBISISEWISS/UBLEINMY | UBUEING s NS
000 YOS LGE £} D00'POS L LO'E £l 00005 1962 ek 000'%06 1982 el 000 ¥0S 18L T £t 8l ueBuena}| Uesoder] ueunsniuag usBusney| uesode] BAUUNSRSIS ]
1S8UIPIOCY| UBJODE LB (MG UBISISBWeS
JUBUBNML| Jueueing ueSueney uesode yspunp
A M el : - gy yeseq jeburlad uebuenay
000 #0S LIS E 000 ¥0S LLO'E 000'¥0S 186 2 000 #05 1982 000'P0S 18L'Z NS REIIN - 5830 k0L
. . o o s a {uswryoq) yeseeq yeiaeg jeyiusiag UBEUBDUBIEY
000 000'9 z 000°005°S z 000008 S € 000'000'S z ooc'osLy ¢ ¥ 14BUBIaY UBBUBIUBIEY UBWMTHOY YEWN uslwNYo() BAULNSNSIA |
yesseq
000 000°9 000°005' 000°005°S 000°000°G D00'0SL'Y |eyBue.ed UBBUESUSIE UBLINYDQ
ueunsniuad - 1000 LOZ'L0LD'L
; BT s e e (uawryoq) yeleeq yeueeq 1ebusied
000 000'9 z 000°005'S z 000'005's € 000°000°% z 000°05L% (4 v 1myBuBiad UBBLEOUBIR UBWIMHOC UejwNy | uegesuasad uewnyOpP BAUUNENSIS ]|
AR s M ) (ussnde) yeseeg yeueaq imjbusied
000 82€ L ! 000'82E L b 000'82EL b 0009282 l 000'82EL b ¥ |ENBuBsad BliBun (88N BT URIOET Yejwn® Bl18u)y [SENEAT BAUBUESYELS |
000 828 000'82 00092 L 000'92€ "L 000°82¢L e e e
QdXS BlsUDy Isesiesy
(ueicdeT)
QoS elioury 1sesisay Jesiuy| uep eliauny ceﬂccuie“uiﬂ_.{m ;_wk._cw__hm“w
000944} b 000'9LL"k b 000'9LL°} 1 000°9LLL b 000°9LL'} ! v ueiedag ueiode UBUNENALS [SBUIPIOOY S
188H UBIOTE UBP (IS BNBUD) ISESIReY NUSH U] NP (Lot uﬁug
sesnyy| uep elisury ueieden uriodeT yejuny B usiciseprssts il ooy
Qdis elaun)
000 921} 000942 | 000'9LL'} 000°SLL} 000'922'} i amyilons auphon sy
UBD ISBUIRJO0Y - 9000 102 10 10 L
{ueicde)
QdXS eliauy 1sesi|eey eS|y uep elsury
I b k ] L v ueede) usiode] usunaniuag ISEUIPIOOY
IIseH urlode VBp Od)S eliaup| isesieey
Jesiuy| uep ebeuny ueleden uessde yepune
o i ks Ty {ueiode) yeiseg Jelge() 1eybueisd
000 ¥0L 6 ! 000°'v0L'8 b 000°POL'E l 000'¥OL'8 t 000'P01'S ! ¥ Jblimse, Blieup] [SENEAS UBIOCRT Yeunp elisin) wwp BALUnINRIBL
yesseq 1ibueiag elaury
000 #0461 000409 ¥l 00070971 000 #01 P} 000'758°€1 (senjeag uep ‘ueiebbusbusd
‘uBgueOURIad - |O0'Z LO WO L
- (i) Eybuese
UEjEWEDaY — - hg sk ¢ SR TR . BN yeseeq d
~ 0000 | OUS0EELITY v 008'088°0LLE €L 008 086959 € zZL D08 0BG 255 € 4] 00§ 182 SPP E 1L oL WRso0q WBLSIO LIouY| SEINMUIY N | SUeUny SENQEIUnYY BALgeNBUSYY
61000000402
VIOWNILYANEYs HYE3va
o2 0BELIZY DOR'DESOLLE 008°086'859'€ 008’086 255E 008’182 57’ NYHVLNIHIWID NYSNYn
ONVINMNId WYHO0H - L0'10L
009 909 €06 ¥ DOA'0E0'LEE ¥ 00B0ELZIEY 008'089 L0Z ¥ 008 952 664 ¥ NYLVINYOIN - 1072
(g1} (i) (ci) (z1) (ki) (o) {60) (20) (0 (g0) (s0) (#0) (e0) (z0) (10)
13 L 1
novd DavL novd UYL novd 1394V novd 139uvYL novd ey
vzoz LNdLNO NYLVIDIANENS
NYONVNILIN Hvyava 0£0Z 6202 8202 1202 9202 NNHY.L 1NdANO / INDILNO HOLYHIONI { NYLYIOIX / INODLNO
LYMONVHId anasva 1 WYHOOM | NYSNHN DNYAIE
NNHYL ILVHIONI NOVd Nva 1398VL

SINCNVON NELVANEYY HY.LNIIAWEd NVYNVANId NVA NVLVIDENENS / NVLVIDEM / NVIDO¥d VNVONIY €'+ TIEV.L




NAHVL JLLYMIONI NOYd NYQ L3DYYL

TEME] [ EUeieselg
OO0EBO LI QD0 Ee0 LE CO0'ER0'LE QO0ER0 L1 DOLEESE UEp BURIES uRjEyBlILe Y
- LOODSOZ L0 LO'L
s . (i) 1emeBe uidisi
b : ' ’ BuBIESEld UEP BURIES URIEYBULA MU YEILNY
ie%ed) uedexbusiey]
o2 rd 4 9z 8 QLYY BHS8q SBUK] UBIEYE 18YEd Yejwn
Biee( 1Bybusiad
R Y, : Sy s (Buesy) uebuspun-Buepurued ueinjgied h
000'EEL 15 05 000°EEL 9F 05 000 £EL £V 05 DOD'EEL VP 0s 004 °€84SE 08 0 ueiemebadey| |SesuLPY
isesieisos imjifuspy Bued Bueir ysjwnp frigaradgiripismmnndd
Q00°EEL' 1S 000°EEL'OF 000 EEL EY 0O0'EEL M 00LE81SE RRIARALUDY - 90 Z10'40°L
000002 % z 000'002'F z 000'002'F z 000002 ¥ z 000002 ¥ z i D E__:Es_,u“.zﬂe._,_-nmﬁﬂw yeseeq i Bueseg :E:nhxem
Bueouay eAuBipasia)
5 adis
. . : — yesseq NN Bueseq usymngay
000002 ¢ 0007002 ¥ 000002 ¥ 000 002 ¥ 000002 ¥ UseuBDURIa ] LBUNeNAUS |
- LO00D'EDZ 10 I0L
siseq jeybuesad eped yeieeg
T T s ] e (vswmiog) adys |
D00'DOZ ¥ z 000°00Z ¥ z 000°C0Z ¥ z 000002 ¥ rd 000°002'F z HIW Bueleg ueejoiabusy
yesse( s Bueseg ueyningay BusSUBY YEjLIN® ueIode BAUUNSNSIS L
Ueleeq 1e9bUEiag
000 00Z ¥ 00000Z ¥ 000°00Z ¥ 000002 ¥ 000002 ¥ eped yasseq iy Bueseg
ISEASIUIIPY - E0°Z'10'10'L
adis
de) adyis ¢ oy SIUBUBINML |/ e i e .;.Eh_ms:m
T : TR o ueBuenay usjodaq uBun o ueBueney uaiode] usunsniuad
000v0§ € £l 00C ¥0S'E £l 000 FOSE €l 000 YOS € € 000 70SE £l gL potipianty Uiodst LR Gl LRSS IeS |SeURI00y LesodE] UBP QNS
JuBueinMmu] juBueing uebueney uesode yejwng | URIGISBUSS/UBURINMY | JuBLEINg
veBuens)y ueiode edusmpesia|
adys :nhwi._..om
— — : e fUEUBINMLY uBUBNg ueBuensy
000 #05 € 000 POSE 000'VOSE 000 ¥0S € 000905 € B Leunerfieg uep
18EU|PIO0Y - L000'Z0Z L0 LO'L
adys
{ueiodE) QdMS unye | Juyyy uebueney usiode unue | Jyyy uebuenay usiode
000 008 ¥ b 000005 ¥ b 000005 ¥ L 000005 ¥ L 000005 ¥ b L ueunsniua 1SeUIPIOOY (IS8 UBsode] uep ueunsniuag ISBUIRIONY (IS8
QdAS unye | siuyy usbueney ueiode ugiwnr | uesode] UEp (d)S LUNYEL Jiyxy
ueBuenay ueiode] eAuBipasIa )
Ad¥S unye] Uy vebueney
000008 ¥ 000005 F 000°COS' ¥ 000008 ¥ 0007005 ¥ uesode| UBUNSNAUS, UED
|SBUIPIOOY - 5000°'20°2 L0 HO°L
Od3s uebuenay
000'005°E L 000008 L 000°005°C L 000005 € L 000°008°€ : v E.E:;oecmuaaﬂu&gs ..zorouﬁuiauﬁﬁ?hﬂ. isouyaAMBnBuad uBp
ugeyEsnEEuS efusuesyepa]
n.a_wﬁummﬁix
. - = . - z - - - IFELLIEA el Bjuep
000°005°€ 000'005°E 000'005'E 000005 '€ 000°005°€ UERURNEIEUS, UBBLERYER,
-£D00ZOZ 1O LOL
e G e i e (uejngyBueiQ) NSy ueBuefun | NS ueBuelun
000'000°005°E 9z 000°000 000 € 8 000000 056 2 74 000 000°058°Z 9z 000'000°05L°Z 9z oz usp fig) mipsenispy Bumd Buaicy qesunp unp: et efusiesing
ke % R e e NSy uebuelun uep e
0000007005 000000 000 € 000000 056 Z 000000°0S8°Z a00'000°064°Z umeipakusd - LO00ZOZ'40 1O L
{Ve10087) QdXS UNyeL Ay uebueney uesode]
L L i i b § ueunsnAued SELIPIOCY |ISEH ueiode uep
QS unyeL Jpy usbusnay usiode yejunp
(at) (rt) €r) (zt) (1e) fot) (60} (60) {0} (90 (s0) (ro) (o) {z0) (1o
nevd 139¥YL novd 139¥vVL novd 139HvVL novd 1398Vl noavd 139uvL
veoz indino
Hvy3va NYLVIOIHENS / NVLYIDIN
NYONYHILIN LYMONYNId 0£0z 820 8Z0Z Lz azoz NAHVL ANdLNG / INODLNO HOLYHIONI 1 SMODLNG | NVHDONS
SrEeYe 1 NVSNHN ONVAIG




al

NAHYL JILYAIONI N9V NYO 13DUVL

: ; S . nwe| veBunluny
000000 6 0000006 0000098 00D Qo8 B DOO 009 § |SEY|ISES - §000'90°Z L0 L0 L
(ugsode) QdXS 1SENNSUOY UBP ISEUIPICON
¢ ¢ - ¥ I 4 Jedey Ueesebbusiakus, URiodeT yejunp
L . L (uesode)
b ¥ i ne . ueBUR{uny [sey|iSeS Usiode" yejnt
UL FILIBLY u
000 ¥2Z'25 ' 000°¥2Z'15 L 000'¥22'05 L 000°%28'6% " 000'¥Z¥ 6 ! L PR L-i:ﬁwm%um%ﬁion& g wﬁcmc_e_._moaq._m:m._.._,mcm:s!mienﬂ
(1eed) ueeipes|q buek ueepuebbuad ueepuefibua us
000'52¥'Ss ' 000°52¥ S ' 00052 51 ' 000 52¥'51 000'52¥ 51 ' ' e e rin e | uomen o shmeer
UEEpUEBBUS,
D0O'SEP S} 000'SZY Sl 000'SZF Sl 000'SZy'SiL 000°SZF S e :ﬂ“ﬂ..”%“—%w _.D_WJ._O.IM
T g v - '
Bd) uesei | Joju
002 50% 95 ' 002 50 55 ! 002'S0¥ 55 ' 00Z S0V 5§ ' 002’50V 5 ' ' Sl i e S G e
J
002'507 85 00z 507'55 00Z'30¥'58 002 20¥'5¢ 00Z'50¥ S5 I . oo
Bel) UEWE| i U
000982 €+ ' 000882 €1 ' 000882 €4 ! 000 88Z°E} : 000’28z €5 ' ' :E!?-:mu._:uu“ T ey MO n_nmmuu__.w-en.ﬂ
o
000'8BZ EL DOOBEZ EL oooEez el 000 gEZEL 0O0'B8Z €L :nﬂ.ﬂxgﬂm—“‘mﬂﬂ_ﬂﬁw_—nﬂﬂ
pafusd - Z000'90Z LO'LO’
(loyBd) usyeipesig Jojuey ueunfueg
009'68 02 L 00926802 1 00926802 1 008 L6861 : 009258 61 L i Buek sojuey ueunBueg usBuesBUE LIS UBBLBIBUBNILISI] 1SBISISUI
SefEjsul usuodwa| 19Yeg YewNp veuodwoy| BAuEpessa]
sy
ueunbueq usBuesausdmL
009 L6802 D09'L6802 00918802 009 LEB'BL 009°L6E 64 |sefEjsuy] cwca&
uempefuad - LDOO'90Z LO'LOL
(1oyea) uBveipasig
! ! : b b I Bued Jojumy usunbueg ueb dPLIS]
isefejsu) uauodwo 1a3ey Yejwng
L i ) . (19%ed) UBwEIpesIq BUBA UeepuBEBUe, |
L uep ueyea) Bueseq 19%ed LUewNr
i g ; (1exed) Useipasig
: ' i BuBA JCjUEY %1160 UBYe 18%Ed UBIWN®
usiouE e
as1(] Buek 1o
008 510°50} ' 008910501 : 008 $10°501 it 008°540 %0} ' 008515 €0} ' ' B et S sl o1 (e vwdeitiomd
wiaeq jeyBUBIag Uin
008682 L5} 008662 951 008 BEE'SSH oog'esREst 008 626 251 Phasiuc huipiacior iy i
Uebuepun
Bueig) uebuepun-Buspune ] usimEsed
0000585 05 000 059 § 05 000 059° 0s 000'059' cs 000089 § 08 05 raamuom ¥ Biagt Pk i e 32.:?3..5-3;”___ armad
GeBUEpUn
000059 000058’ 000 059' 000'089' 000055' -Buspunie  UBINEISY
1SES1e1S0S - 0L00'S0Z L0'LO'L
— . = = ) (1eved) uedeyBusjey uedsybusiey inqujy euessq
000'000 5€ oz 000'000 0% 5z 000'0002Z 9z 000'000'5Z oz 000'000 02 oz s S e e W g gy oy
BAuusdebuBey |
000000 SE 000°000 0E DOO'000°LE 00000052 000000 02 r-hﬁwﬁd__ ﬂt.ﬂOﬂDMﬁm“ﬂﬂcwn_ﬂwnﬂ
Busd - 13
(uun) lemeBay uidisiq evesesaly onic)
0D0ER0'LL 4 D00'ERD'LE I DOO'EBOLL k 000'ER0'LE ] OOLEES 6 3 3 uEp BUBIES Cguc_cnl Yun yewne ﬁﬁﬂ“ﬂﬁ&ﬂﬂgﬁm
(5¢) (#1) €1 (ze) (41) (%] 60) {ea) (20) (o) (s0) (v0) (en) fzo) (10
novd 139uVL novd 139uvL novd 1398vL novd 139uVL novd 139uVL ;
vzoz 1d1no
Hvyava NVLVIOINENS / NVLYIOIN
(ETTETE NI B ) sz0z 820z Lz0z sz0z NNHYL 1NAANG / INOILNO HOLVIIAN /o310 WvioDa




(iU} reeupaeyen/e Buedi
z z z 4 Buef BAlue] upunliueg uep JojLiey Bunpes) yejung
() BALepiey uspedeqp uen ey edig Burk ueieqer
z z z L $EUIN UREIEPUDY NEJR EBUI(] USBUBIOInG LR BpUSY UBjing
ok [+13 cL £ (wun) meuredig Sued |egep yspwnre
000002 862 5 000004 B4 000 004 BLZ g 00T 004 B2 5 0O000LBIZ 5 e TyilY BumA e \miseq jeyfieied eped yeiseq
( eriedq LI SO R0 RO URINT | g e o BAS .
oo oL e 000002 84T 000 COL BT 000004 812 CO000L BT uesnur) Buelunued Lesser] wiy
Busieg UEREGWe - 602 L0 LD L
00000052 z 00000052 00000052 z 00000052 00000062 : (UBJodir) Ueysipad il wns|) Lep A1 LER 1y akeq
4 Ay #heg BQunNg |SEXIUNUOY BSET USBIPaALIs Urodm L wnp IBQUING ISEMUNUOY e eluBpasa |
— -~ WA
000000 52 000'000'SE 000000 52 00000052 00000052 Usp sy Bher) J6qLNG SEYUNLOY
Eser useipeiuag - Z000BOZ LO'K0 L
000006 88 z 00000688 000 D0G B8 z 000°008 88 z 000 006 88 z { ) 1RInALB jeun i fEnduny
uBoder) B JeINg Bse( Useipaiua, Uesode] Ueiwnr s iy " topey
000006 88 00000688 000'006 B8 DOO'006 88 (00006 88 iemAuapy eing
eS8 UsRRRAUnd - LO00'BO'Z 1010 L
z z [ ) (ueaode) mindusy 1eing Bee( uBmpaiUS Y Usiode yejun
06 EL L 06 ELL 00000541 z 008 ELL z BOE'ELL (umiodery) usmmpasiq Bued yuisry uep By
GHREE i ol g oo AR o e z Jy BAeqQ 1Bquing SEYLILICY BSEr UeeiDaAUS ] UEIOOET USjWNF usuefeg Bser adumpesse |
COODDSELL OUD0B'ELL 000'005'E44 DOODOSELL 00006 ELL BB WBY LBSNI) na;p?ln_: %
B8 uempefuag - 00'Z'L0 L0 L
000000 98 L 000 00058 000 00058 L 000000 98 L £00000 S8 i (1) uexEPesi) Bupd 2AUUE" s URP USIRIBIB IUF) YEILAP Pt ot ol
000 00058 000 00058 000000 58 000000 S8 000000 58 SAULIE Liseyy Usp uejeeIey
usepebuag - 9000 0T LO'LO £
00000008 L 000 00009 00000009 i 00000009 i 00000008 ¢ (wan) uewEpssiq Busk |aqeyy jaxE 4 UB|wny [ p——
00000008 00000008 000'000°09 000 00008 00000008 (PqEY UeBpEBUAY - S000'/0Z 10°40 L
L L i 7 (i) uexmpas Bued el Lisspy uep usisIBg HIUN LEIWNP
000 000 SrL L 000°000°SY4 000000 GFk Pl 000000 Sl 000000 'GP Bumh yeaB(] |Eyfiuee
i L (Hun} uesEDesiq BurA |agey SEd ye|WnT eped ysseeg Jiyy Buaseg edue: 1
000 000 Gv 000 000 5wl 000 000 5F) 000000 Swh 000000 GrL uBUIBWe RSN BuBlUNUS Y UBINEq)
il Eurieg ueepebuad - J0Z'40'0 £
i 000" ¥ i ¥ (bawmoa) Oc¥g Bped 8
0000008 b 000°000°L 0000059 000'000'% ] 000009'S b ibtad disaa b O e dhaty o _.x__-!cum
000 poC 8 D00 000 £ 000 005 5 DoD000 9 0o0'009 G 8 eped suBLIg dissy
UBBURSNEIBUSS - 0L00 90T MO L0 £
000 P22 'SE L 0DO'¥EZ SE 000'PZZ'SE 3 000 #ZZ SE L 000'PEZ 9 (uesodey) gdxg QdHS SEINTuUy UBT ISBLIPIO0Y
} |sEynsLOY LEp jadey ieiekua  Ueiode yewnr | jedey ueesebiusiedusy rAuBURSYE|e |
000 ¥ZZ SE 000 PEZ SE 000'VEZ'SE 000 PET SE 000'VEZ SE Qe FRINGUCY LBp WeuTLooy jedey
ueesEBBuaiaiung - 6000 90Z 10 L0 L
0000006 ' 5000006 0000058 ' 0000096 i 000°006°8 L {usioder)) niwe | uRBunlny isey|se URIodE] yejwne Sk i3 AP
frmy L
(€4) fgy) s} (60) (eo) (20 {oa) [i-1el] (eo) fzo) fin)
novd 139uvL novd novd 139uVL noavd 139uYL novd
yZOT ANdLNO NYLYIOINE
Bzoz 9207 NNHYL LN4LNG | INCOLND HOLWHIAN] | NYLYIDEN | usB_.:_.u
anTasva 1 WYHOOHd / NYSNHN SNvaia

NNHYL ALLYHIONI NOYd NYO L39dVL




=
000 000'0L v 0000000k v 000'000'01 v 00000004 v 000 0COTL v v {Uminae) 0 Bued ue e

Bued Ui usBusuesey Ea.t.._q_un_ﬁbn.._is _. vssh?_! UBUMULELS ] UesTUn RILBUBSYELE |
umyedwipg Busd ue
000000 QL 00000004 000°000 0L 000’0000 000°000°0k uefuruamay usBuap yexe | Bued weysuusws 4
UBSTNIN USBUSSHEING - C000 #0220 10 L
£00'000°01 ¥ 000000 01 v 00000004 v 000000 D - 000 G0 0L v v IO e v g e e
000000 0} 0000000} 00000001 00000001 000000 04 .Eﬂﬂoﬁgiﬂﬁhﬂ
- ‘ ; . (uiade) L N UBARIAN 1P epeday L umAB|Ay 1P fsew Bpedey

0000005 L z 000000 S+ [4 000000 54 z 000 0005 z 000'000'GE z 19 UBBLBSBI9g ! E o Usioder] GBiung tmod megeliny
umBLISSEY UBRBA
000 000 G4 000 000Sh: 0000006 000000 §4 0000005k 1P WnEseisep epadey UBURkE UBSUBSHEE

sepiwe)] vepeBuLeg - £000 202 20 40 4

000000 51 z 000 00051 z 000000 64 z 00000061 z 000000°1 z : a2 e vl Yot hemp woced T e s

usjELESSY ey Busk ueee( EyBuRia Bley
000°000°5 4 0000004 000000 54 000 000 G4 DO0'000 G4 UTY 4o ueeuesHEAQ Yeps | BuBlk Uy eEY

uesnif) uemiebfuaeduad - 20T 2010 £

CADIITIE

il ! T e ] (%) umewmay OMOIUENE ] LRIFLIRSEY 1P HONd
38.98..&135%“.5 it - W Ie o RS N B 1 R0 O S i e 194N UBURAmad (88UEO0H [F8H 1UET DUl 4 188 UIRIOCY SEUINGIA BALEBLY

. o . HIEN NYNVYAYTEd NYO NYHYLNIMIWI

000051 80L 0000SLS0L D00 0SL 201 0O0'0GL BOL DOC0S1a0L NYEYOONITEANTd WSO - 2040 £

. P . (wun) reqeyssqrRIEYledi BAUIET UBUNBURY UBP JOHLEY

000000 051 z 00000008 z 000'000 051 z 00000005+ z D00 D00 51 z ! R B e B B R A S e

. e s eAuuE) veunBueg Lep souey Bunpec

000000 084 000 000 081 000 000054 00000005+ 100’000 051 ISEIfI BB/ BRREO WO - G00060Z 10 10 L

. " - . 3

00000z 8 5 0000029 s 000'002'9 s 0000028 3 0000029 s 5 (4un) Rl ac Susk BALET LiBey UEp VRIS BT iziuizﬁgggtk

o ; S i BAUET WSSHN

0000029 00000z 9 0000029 0000026 £00'00ED o e SRS T

000005 L ot 0000054 oL 00000 £ o 0000052 oL 000008 £ oL € () eseuyediq Buak jegew ueiwny 8GN USRI BLey SAUBUEELS |

000005 L 0000052 000005 ¢ 000006 2 000005 2 JeGep) USEIBIB WA - G000 B0 10 40 £

UBEqE[ SHLIQ LB.EpLEY N SBLUI]

000'000'55 z 00000055 z 000000 §5 z 000000 S5 z 00000065 z L I:w. n iﬁﬂu uep exwediq Buek i_ui_. UBBURION J UREIRPURY YE[Ed UBD UERIBLjaWIa

a d U Ly Aoy UBBIR|BLUE BSET BAURIPOS0 L

usjeqe seUg rEw seuiq ued
000000 &5 000000 55 000 D00 55 000 000 5% 000 00055 usn mpUey yele 4 Uep “UPRIBL | SluB w__i_n
UBE.Bjeuing BSEf LBBIPAAUR - LODOBOZ 10 10 L
&) (i 14} {Es) el fe) {at {66) 80/ o) {w0) 5] o) {ea) e {ra)
novd 139uvL navd 1998YL nNovd 139uvL nevd L3Duvl novd 1394Vl
NYONVMRLIN ke otz 820z szoz 1202 920z PEUE HIL 1NALNO | INOILNO HOLYHIONI 1141010 NV.IMISSRENS / NY LIS

ELRE S { INOIALNO | WYHOO0U | NYENHN SNVOIE

NAHYL SLLYHIONI NOV NYO L30WVL




.8

NNHYL SLLYHIONI NOVd NYO L3D8YL

000005p2 000 005 2 000 D06 #2 000008 Fi 00062 w2 gﬁﬂﬁzﬁhwﬁﬂ%&
0000000 000 000 04 00000001 i 00000004 i 0000000} ! it} s g o g e s
000000 0 000 000 01 0000000} 000 D00 0} D00 000 0 e
(ueioder) NEIaL, (SHLIBA (SUBS
00000558 z 00000559 z 000100559 z 00000559 z 000005 59 z ] e | v e
UBBLEDLRIG [ABUISAFRLIRIOTY URLHE] cj:.s_. |BsngAseUIpO0y BALTURSYR)E |
eSS ELIE (sUESL|
00600559 00000858 00000568 00000559 000005 99 WP aa_n!:a?ag, ot :giis.:aa. i
1BiBUIgISBUIDIOGY - | 000 LOZZ0 10 L
" L L ' (usiunyo) usiewese) IBULL 1D UBUERLBILSY
useiBay selype)3 ueeyBue usWMiog ysiLng
ﬂ..!un-.._.
’ = JOBS SEIUY UBR R (SUBIUL EPEOBUR
000008 S z 000 008 S z 00000562 z 000'005'SL z 000'005'G z 8 g S et st S0 ¥un LEBUBP LB
USBLEIUEIB el SASBUIRIOOY uROde yejwnf N - L
wybuy ® . |
00000654 000 005'54 00D D0G &2 000 005 5L 000005 54 umEBoy
ueeebbusiaiued EEUMIOCY - LOZZ0 L0 L
00000554 8 000'008'54 8 000°005'54 58 000005 62 @ 00000554 It 08 3959,“18: i .ss..,._. 3352& g Sz.emm s
(Uewryog) wrwn ueueleag wnwn veuedsed !.!-mm.ﬂ
orose & v ’ b & et ¢ o osma 5 £ Buek e, el neeroen yeioeqibueiad | - (ELeN (Esiau ereruep Ueieeq mduaied
ueBusp |BIouGASEUIRICOY UBWMTHOE Wejwnp ueBusp 16 HEIOTY
winuin ueusfeied suBieselg Eﬂ eummng
000 059G 000 055G 0000595 000'056°5 0000595 Eisﬁna&!anitsﬁ;:uiﬁﬁ;ﬁ it g
(EIBUSASBLIPAOY - 1000 B0Z 20 40 L
(uewryon) wowp) veueieed
000059 z 000 059G z 0ose s D00'0CH G 000059's z z B :-szi.._” !Euw e gl Eﬁ%sar-h.pﬂm ie!l!.:
uebuep jBusw SASEUIRIOOY UBLWNHOG Ye|wn
000050'S 0000595 0000585 000089 0000895 gﬁ!a&f&aasga‘wimo.«ils o
(%) vemEWeDEY P WMN P Wi Usuek
00C'059'S ® 0000595 2 000 0595 58 0000595 w® 000595 18 o8 UBURABIBd BUEFS LEP BURESEIJ LERIFUIE W] s!-wr!l!-..en_ i-s;..oe!
FSRUPIECH [5RH INIE EPULL SFRiRSIaY seupRIa
(&) {pat et {z1) s} fow) () () [#2]] (50} (7] {ra) (e} fzo) ({1
novd 139vL novd FECITY novd 130uVL novd 1394v1 novd 130uvL
Hy¥ava V0T NNHVL LNGLNO NVLVIOINENS / NY.LYIOZN |
NVONVHLIN 1YHONYEIL e INMEsYE ADARO TSGR SWODLNC | NYHOONH / NYSNHN DNVaIS




88

NAHYL JLLYHIONI NOY NYO L308YL

.85343 iefiay
e 24
008 S 000 000 000°000°L 0000059 000 D009 jBolied Buepd I
...nsgbu_!i!aaiﬁln_ 3...8
IBRUSIsBURI0OY - L000 D0 T PO L0 L
(vrsoder)
_ Wssuopu .xa&._ -.noazcﬂ!on_oxiﬁ fuep yeiaeg efedey
008 '5L0 000 000 000000 L 0000059 000 Tog :u..i-..m 2P YRIER(] URIreie UeyeBaled
1 eAusBUA{ LB $86r | Suek Uesseq o g L i ek e8|
wEELAD 15 ASELIPIOCY LIE.O08 WBILING
yeieaq emdey
006'SL0 000000 000 D00 L 000 005 000°000 MBS USP UBEBQ LEuned usiEDaueg
uep usdaisUed ISBLPLOTY - 20T #0 0 L
iichwau : (3%) vepawedey OMOUUETIEL URIBLIERY 1D RpELey
-pooosL | CoEGL0E -] 000 000 58 000000 =] 0000059 e 0000009 ] 08 1P ERIE UER Fued ueieDaulg UEp uedemuag .Siiing
ISEUBIDOY FSEH INUE HEPULL BRRiURsIad
000000 IE'L
; ! 005 ’ ’ WITNIN NWEILHELTN MY NYWWH NI LT
008 62609 00000509 000Y'D0S BS £00'000'65 000 005 85 1SYNIOHOON WYHDOMN - ¥0'40 L
. . - . y o) e (USRI SE L nseq |p UBUNBUBqUIN
000005 ¥ 000 005 '¥E 000°008 P2 000005 T 000005 ¥Z 8 .._n.l!-hl___a:._.coupl_m_u disped %ES!}E&
Bued uEEyRIEAsELEY BERQLET LEWNT e o
B58() Ip UEUNELBGLIS | USBUBILING ]
00C 005 ¥ 000005 v 000'005 P2 000005 ¥ 000006 ¥Z R RSNy W04 LIEED EYRmEAsE)
1sedismd ummbueg - 1000 LOZED 10 L
= ?I_isl%c.iz
> . " " q [TV r’ﬂgﬁgg
00C 005 ¥2 000 005 ¥E 000 006V ] 0D00'00% T DOD005 ¥2 38 i!.n?:.._:b“_z!s ol 2 s
Bued ueseRAS le-u-n..i.._.:l:!w
(UBLIMOQ) UEEWeay By uspeluesey sl ueimpg, P
00000008 00000005 000°000'8 000000 05 ' 00'sZ8E ey i..uzsus-!.miuﬁ_ |J6Ui8 g Uafo UEYDIE IO E19EMG L8P yBjuLswa YRI0 n._ui._nnch
.._ﬂn__,.-z._l_.unt u!:._...s.c_ :ita!n:&ﬁ._. uawx:x..ao&i-ﬂb._iw ehuBuBSEE |
igcixiiu,:ﬂg&
00000008 00000005 00020008 000’000 08 0005278 67 e w.ﬂn!s:
kol ISESIONLIS - Z000LOT'ED
(usumoq) umEweoy Bley
0000000 00000005 000 00005 0000005 000'SZR8Y oz i S i Byt S i B s L L siootd
Su.._.s:_!__e d ISBSHUOHUIS UBWIMIE] Ueiwng
000 008 ¥ 000005 000005 P4 000005 L 000 SZE ¥L R i:-”laﬁ:.lbﬂﬂ._ﬂ
omaiueng
UsELEnay e L T Al (9%} P h q = Q-D...Iann
-ooDoE, | G0DO0SRL ] 00D 005 ¥ ] 000 006 'vL 58 000005 PL e 000 SZEPL ] o8 URIBiBSy, 189LIBA0Y 1881 INJUEY HEPULL RSEISSISd o P g o
V000D L S -
{su} il fgs) (z#) (] o) (] fag) o) ig0) (50} (2] fz0) fzo) (10)
nevd 1304V novd 130uvL nevd 1301 novd 139WvL novd 1394vL
Hvuava PZOZ NNHWL ANALNO NYLYIOINENS | NYLVIOIN |
NYENVHALIM | yypNvaad otz i anrasva ANALO0 ! BNQSLACNGL0 INOILNO | WWHDON ! NVSNNN BNYaIE




68

NAHYL JILWHIONI NOV NYa L3901

-‘acx
uesnup) ueeebBusaiue - | o
ﬁiﬁuﬂm (3%) umeusEosy i A
~oooos. | 0000000EE =] D00 000 0RE €8 000000 058 28 000'000'05E 000000 05 ] 1P wnwin 1 P winwry e Slused
i 1SBURIOGY [[5€H INUET HEpULL BeRIUBSI _Iﬁuuxizs.-aicz-:
000000 L
’ v : WPHAN NYHYLNISSINGD NYSIEN
000'000 08€ 000 000°08¢ 000'D00'05E 000000 05E 00000003 NYVHYOONTTIANIA WWHO0H - 60 40 £
(Ueiode) Eeekisey " - 5
000005 22 000005 22 00000522 000005 22 00005 22 Yoo Lep sumBy umio | Uebuen usBunan ey o
TSES|UDLLIEH URBUREYE|BY UELOHE ] usjuny
; — " JeRIRASEl Yoo | UBp Blely Yoo | uebusp
000 006 22 000005 22 000 DOS 22 000005 Z2 000'005 22 UEBUNGN ISESDULH - 2000° LOZ$0'LD
i (Umiode]) umeUEDEy - LEjRED
o . A, 1D (LN, UL B0 BISeU0p P AL SUBISL) LIED EvEBuopL|
000 000 0B 000 00002 000000 0E 000 000 02 000 DDO0E [BUOiEEN BaEUS | 'BEEUCPUl Hlandey wiebey | (EuosEN BiEWE) ‘EFRUCDU| MIgNdeY metey
uspiodony uefueo sejfieus weH ue.ode yewn® uesiodey Leduep seyloug efueussye)s |
umpwEsey yelEIA Ip [mLe
000000 08 000'000'0€ D00 DOD'DE 00000008 000 000 0E o -_.a:}SsLaoaznco_i._ wiipred
ueluep sepliaurg - LO0OD LOT FO
(ueinde) jeyemisep
yosa) uep ewehy uoyo | ueBiuen uetungniy
1SESILOWLEH UBBUBSYEIS 4 UB.Ode Lsjwn®
(Uemde]) uemwesay
: : oo : UBAEIAN 1P SHLIBA IFURISU) LBD SisStiopU| e el
000 005 25 000 005 79 000005 TS 00000525 000 005 26 [FLCHSEN E.ZJUG] BISRUIO0U| Yigdey erefay 1 ED i o
uRislocey ueBusn sepfiieies sep Usiode yejwnt L
N Ueceley
000005 TS 000 005 29 000 005 25 000005 25 000'C0S 29 us=p L ummEif Alseg
eAedp) SEWRIODY - L0Z 0 10 L
(%) uRiELUBSEY 1D Wnf) | o I Wi
000005 28 18 000 005 29 8 000 005 25 e6 000 005 25 000005 25 o8 LGB U0 UBWe ke uERaBBUso uag UBD LB U SE.BE!EE
eed( iseuIpIGOY FERH LS HEDULL PSBIUBSIOY ehedp ¢ LR E ] N
(uesode) meEsuopUl Ygndey
pul Hjenday esfey P b usssjodey nemuep ueSuepun
008540 0000009 000'000'L 000005 000°000'9 1EuspUniay d d Buepig -fugpurisg uRm RS LESEUE ] Buepg
10 edursBun.y vap subng, Sued yeseeg jeybuemed edusbun 4 uep sefing Buek yaweeq Eyiune,
ueiung (st g B LINOY UR.OdE UBWNT veBusp BieLgsELRIOOY BAUBUBSYE|IE |
54 firi) (es) (t43] (3%} s (] (el (2ol fzol (el (2o} fhg)
nevd 139uvL novd 139¥vL novd 139wVl nevd novd
LCELL] FEOZ NNHYL ANALNO NYLYIDINENS | NYLVIDIA |
NVONVMALIN | ) yyoNvazd BeoT annEsya FILLAO | HNDALND WO VKL IWODLNO | WWHDOHA / NYSNNN DNVaIE




06

NAHVL JULYHIONT NOYd NV L30WYL

o0 (%) BEBQ ey P SR Uy
00000005 06 000 00008 L] 000 D00'0% o5 000 000 05 z8 Q0000005 o8 08 BERSILILIDY GOieL UeBUS] Bseq 835!3_ v Q0] 84
: 2 (uswmog) inedisued usunBuequs UEBURIUGIGY JEdisie  UeunBUBgIWe UNBUBIUGS Y
000 D00 S E z 000 000'SH z 000000 & z 000 000'SL z 000 000'S 4 z € WBUB) WBEp 15eSe S USWIHog Uetne ey i gy
- . Inedisieg uBuNBUBqUWS ] URBUEIUSSY
00G 000 S 000 000'SL 000000 5 000 DO0'SL 000 000°G) UBNSNALRG [SENESRS - £400'LOT 90'M0 L
- o e o LeRURIAIE] Esan UmeBequB|e)
00000054 z D00 000'SH z 000'DOD'S z 000'D00'F [4 000 000 5h z £ nx?!..!-v.wu._wuuc-ﬁuﬁnﬁ_..a_. PRGN o BB
Esag
LBLEUUS WS UBSEMEEUS UBp UEBLIGIS
' 000 000 §8 000'000°59 000 00059
000 000 59 000 000’38 =
uBp |sEpUSLIOYEY [SeWseL - LO'Z'00 10 £
ot (5] Bowq 1 W esaq ueeb
oo, | 0000008t o8 000 00051 i 00000051 58 0000005} = 00000061 o8 o8 A i AR o S e A
Q00000 0L
e " e B0 ” YS30 NYHYLNIEINS A NYSYMWYONI
00C 000 68 000 00058 000'000'59 000 000'59 000000 'S8 NYO NYYNIENTS WVHE O - 90 10 L
BIESUODU| qndey uRmRsey|
| wetonue iirg?Eo:..:%s.__a da) ummess)) imBaN UBUTNEY LBRIEL|IR UED
| owes m mOBUNL WG UBUESSIS ‘SV6| UUEL rpessn g by jedtueL mioucy
¥ ‘D00 000000 08E 0§E 000 CO0 0S¥k bid ose erseucpu) yigndey eiebey Jeseq Buepun-Buepun .
£00'000 088 oow 000 000 08¢ oor 000000058 st jeouEsEie 'BsouB UBiewalusg usydeaway | | 2PoeN sesed Busoun-Buepun sy
exfiues weyep jpuoisey usueyeiay LEp ueeshuagay UM UGS - Uep LeseB
uBsEAEN, UBeugLie (inwBusyy Bued Eusig uswne i b J....h_.
BESRLOPY| Higndey uenEsYy selen
UBLMNE) UBRIBLISLES LD UBUSUELS WS |
epes oy wEBuN | ByeuULLE UBLBISENd GrEL
" ——" unuE | essunpu) yijgndey
000 DOD 0= 000 000088 000 000 05E 000000 05€ 000000 0% R aten ke g BRI BRI et
Lgc{gug?léc!!g
Euﬁzsiﬂﬁn 58 QTG00 L
n?sav!nlans..!ioac!ﬁlx
eieben LBUNINEY L o UED L
pes By (#06UN | EMeUUIUR LeUBISSB 'SrEL UYL P —
000 000 088 0o 000 000'08€ oor 000000 05€ ose 000 000 05E 0SE 000000 06F (o7 (=14 i-!ﬂ!hus Alfande -Io-z snenq uiu..ﬂ.oi!._: LS EBLaAUSd wEiee) AstuesyELE |
!.E..E _._.l-u!._...x- zg!ix..iﬂ umesBuecay
i Buel Busag yeiwng
fg4) {ril € [t} el fos fsa/ (o) o) {s0) ] (vl fead fza) (o)
navd 139uvL novd 139HvL novd 1394Vl nevd 130¥VL nevd 139dVL
wHIVa ¥Z0Z NNHYL ANdLNO NYLYIDINENS | NYLVIDEN |
NYONYNILIN E_“Sz«ﬁ_. azoz aNnasva 1NdANO / INODLNO HOLYHIONI bl arblint i bhabintd e A0




i : e L { 0} Bs8g | BE | E50{] VELBILLG WG
00000005 ) £00 000'05 8 000 0608 8 000000°08 6 00000008 6 59 e e L Ty S 4
e . ; 6930 USUEIU IBLID BJE L
000 00005 £00'000°0 000'000 05 000000 05 00000005 R R T s
00000005 6 000 00005 5 0000005 ] 000 00005 ] 000000 08 ] w o oy e hyioeyiccmnion oo lmsschiny
®saq
uep ueRUIGUEd
00600059 000 000°88 000'000'99 600 00055 000'000'59
ISBLIPIOM
UEP RpUSWONSY 1SEHISEA - LOZ 004D L
{-71] (#1) (g4l (28] (4l {(J1] (8ol (g0l feal fs0) fGo) r0) fs0) 120l (o)
novd 139MvL novd FECTVTY novd 139UV novd FELE novd 130uvL
i YTOT NNHVL LN4LNO NVLYIOZNENS | NVLVIOZA /
WYONVELDL | yyonvaad R e s Ll 9oL anraEsve 4R4XN0 / ANDDULAC HOLY NI IWOILNO | WYHOON | NVSAINN BNVaIS

NNHYL ILYHIONI NOYd NVO L13D8YL




4.2. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas
pembangunan daerah

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

TARGET TAHUN

NO | INDIKATOR | saTUAN | BASELINE KETERANGAN
2024 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
(01) (02) (03) (04) (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) (11)
7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Patianrowo
I INDIKATOR KINERJA KUNCI
1 Indeks
Sinergitas Nilai 64,7 Tr T 78 78 79 79
Kecamatan
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TABEL 4.4
DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH FINAL RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

PROGRAM PRIORITAS

OUTCOME

EEGIATAN | SUBKEGIATAN

{01)

{02)

03

(04)

7.01.0.

00.0.00.19.0000 - Ki Pati

7.01.02 - PROGRAM

PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

Meningkatnya Efekrifitas Koordinasi
Pemerintahan di Kecamatan Patianrowo

7.01.02.2.01 - Koordinasi lenggaraan Kegi
Pemerhmhandnﬁ@mlﬁmmtan

7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan
dan Pelaksansan Kegiatan Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

7.01.02.2.01 0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Meningkatnya Efektifitas Koordinasi
Pelayanan Publik di Kecamatan
Patianrowo

7.01.02,2.02 - Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit
Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

7.01.02.2.02,0003 - Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di
Wilavah Kecamatan

7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang Dilimpahkan kepada Camat

7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain
yang Dilimpahkan

7.01.03 - PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA DAN KELURAHAN

Meningkatnya Efektifitas Koordinasi
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
Kecamatan Patianrowo

7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
Desa

7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Pa.rttd‘pusi
Masyarakat dalam Forum M. Perenc
Pembangunan di Desa

7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Kerja dan
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan
oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja
Kecamatan

7.01.04 - PROGRAM
KOORDINASI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM

Meningkatnya Efektifitas Koordinasi

Upaya Penyelenggaraan Ketentraman
dan Ketertiban Umum di Kecamaltan

Patianrowo

7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum

7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah
Kecamatan

7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan
Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Meningkatnys Efektifitas Koordinasi

7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

7.01.04.2.02.0001 - Koord: /Sinergi dengs
Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
dan/atau Kepalisian Negara Republik Indonesia

7.01.05 - PROGRAM
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM

Meningkatnya Efektifitas Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
di Kecamatan Patianrowo

7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala
Daerah

7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan
Krbangaa.rm dm: Ketahanan Namcma! dalam rangka

.-Rn P lan P
Undaannda.ng Dan.a.r Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal lka serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia

7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

Meningkatnya Tertib Administrasi
Kelembagaan Desa di Kecamatan
Patianrowo

7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan
Koordinasi Pembinaan dan Penga
Pemerintahan Desa

Meningkatnya Tertib Administrasi
Pemerintahan Desa di Kecamatan
Patianrowo

7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Desa

Meningkatnya Tertib Administrast
Kelembagaan Desa di Kecamatan
Patianrowo

7.01.06.2.01.0013 - Fasilitasi Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Partisipatil
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4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat

Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka
Kecamatan Patianrowo menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus
dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari
indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD yaitu tahun 2025
sampai tahun 2029. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah
ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja OPD dengan
pemerintah dan OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada
pemerintah setiap tahun.

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu

tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi.




Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra Pd Pemerintah

Kabupaten Nganjuk

BASELINE TARGET TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN TAHUN KETERANGAN
2024 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
1. 7.01.0.00.0.00.19.0000
- Kecamatan
Patianrowo
2. Indeks Sinergitas Nilai 64,7 7 77 78 78 79 79
Kecamatan
3. Indeks Kepuasan Nilai 94,64 92 92 93 93 94 94
Masyarakat Pelayanan
Publik di Kecamatan
4. Persentase penurunan % 14,29 10 10 10 8 8 8
gangguan
ketenteraman dan
ketertiban umum
5 Persentase Desa Tertib | % a8 100 100 100 100 100 100
Administrasi Desa
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4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun
2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK
Dengan didapatnya Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan
Patianrowo adalah Nilai sinergitas penyelenggaran pemerintah kecamatan

dengan Indikator Kinerja Kunci : Nilai Sinergitas



TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI FINAL RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BASELINE TARGET TAHUN
NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN TAHUN KETERANGAN
2024 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030

(01) (02) 03) (04) (05) (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) (12)
La 7.01 -

KECAMATAN
2. Indeks Positif Nilai 64,7 T o F g 78 78 79 79

Sinergitas

Kecamatan
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BAB YV
PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun
2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-
2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan
dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra
Perangkat Daerah dimaksud diselaraskan dengan pencapaian sasaran,
program dan kegiatan pembangunan rencana strategis kementerian atau
lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran
pembangunan nasional

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksud diharapkan dapat
mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil
(result oriented) dan berdampak, disusun dengan menggunakan pendekatan
tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku
kepentingan (stakeholders) pelayanan Kecamatan Patianrowo.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana
Strategis Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 agar
dipedomani dan menjaga konsistensinya dalam penyusunan Renja Perangkat
Daeran setiap tahunnya, serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berbasis manajemen risiko
pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rencana Strategis Kecamatan Patianrowo Kabupaten
Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun guna sinkronisasi dan sinergi urusan
pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam

pelaksanaan pembangunan daerah.
BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI
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" SUTRISNO, S.H., VLS.

‘Pembina Tingkat
NIP. 19680501 199202 1 001



